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P U T U S A N
NOMOR :   97/G/2008 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  memer iksa ,  

memutus  ser ta  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te l ah  memutus  dengan  

per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te rsebu t  d ibawah in i ,  da lam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .   PT.  KARUNIA ABADI  SEJAHTERA,  Badan  Hukum yang  did i r i k an  

berdasarkan  hukum Negara  Republ i k  Indones ia ,  (da lam 

hal  in i  d iwak i l i  o leh  :  I r .  KUSNA SUKMADJA dan I r .  

ARIESMAN  WIDJAJA) ,  Keduanya   Warga  Negara  

Indones ia ,  se laku  Di rek tu r ,  berdasarkan  Akte  

Nomor  :   17  tangga l  25  Oktober  2007,  bera lamat  di  

Ja lan  Landas  Pacu  Utara  Sela tan  Blok  A1 Nomor  :  2,  

Kemayoran ,  Jakar ta  Pusat ,  untuk  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PENGGUGAT 

I  ;  

I I .  PT.  CIPTA PRIMA PARKIRINDO,  Badan  Hukum yang  did i r i k an  

berdasarkan  hukum Negara  Republ i k  Indones ia ,  (da lam  

hal  in i  d iwak i l i  o leh  :  PITOJO TANAMAN) ,  Warga 

Negara  Indones ia ,  se laku  Di rek tu r ,  berdasarkan  

Anggaran  Dasar  dengan  Akte  Nomor  :  1  tangga l  1 

Februar i  2001,  bera lamat   d i   Ja lan   Mangga  Besar  

Hal .  1 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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I I I / 7 3 ,  RT.  07/05   Taman  Sar i ,   Jakar t a  Bara t ,  

untuk   se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  PENGGUGAT I I  ;

Dalam  hal  in i  Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  

member ikan  kuasa  khusus  kepada  :  MULIADI ,  SH.  MH.,  

YULIANA,  SH.  MH.,  ABDUL SUJADI,  SH. ,  IBNU  AKHYAT,  

SH. ,  ARYANTO HARUN,  SH. ,   MARTINUS   F    SAPTA 

ADI ,   SH. ,    dan    ABDUL  GOFUR, SH. ,

Kesemuanya  Warga  Negara   Indones ia ,   Advokat   dan  

Konsu l t an  Hukum  pada  Law  Fi rm   MULIADI ,   YULIANA 

&  PARTNERS,  bera lamat   d i   Ja lan   Sunter   Agung 

I I   Blok   D12  Nomor  :  13  Sunte r  Agung   Podomoro,  

Jakar ta   Utara ,   berdasarkan   Sura t   Kuasa  Khusus  

Nomor  :  3007/S .Kuasa /TUN/MYP/VI /2008 ,   tangga l   18  

Jun i  2008  dan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

3006/S .Kuasa /TUN/MYP/VI /2008 ,   tangga l   18   Jun i  

2008,   untuk   se lan ju t nya   d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N  :

KEPALA UNIT  PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  berkedudukan  di  

Ja lan  Per in t i s  Kemerdekaan  Nomor  :  1,  Jakar t a  

Timur ,  da lam  hal  in i  member ikan  Kuasa  Kepada  

ROSMAIDA SIAHAAN,  SH. ,  SYAEFUDIN ZUHRI,  SH. ,  dan 

DULLES ABIDIN  MANIK,  ST. ,   Kesemuanya   Pegawai  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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dar i   Uni t   Pengelo la  Perpark i r an   Dinas  

Perhubungan   Prop ins i   Daerah   Khusus   Ibuko ta  

Jakar ta ,   bera lamat   d i   Ja lan   Per in t i s  

Kemerdekaan   Nomor   1  Pulomas,   Jakar t a   Timur ,  

berdasarkan   Sura t   Kuasa   Khusus   Nomor  :  580/ -

1.876 ,   tangga l   29   Ju l i   2008,   untuk  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .  TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  Nomor  :  97/PEN- DIS/2008/PTUN- JKT. ,  te r t angga l  24 

Jul i  2008 ,  ten tang  Pemer iksaan  dengan  Acara  Biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata   Usaha  

Negara   Jakar ta  Nomor  :  97/PEN/2008/PTUN- JKT. ,  te r t angga l  

24  Jul i  2008 ,  ten tang  Penunjukan  Susunan  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  yang  

bersangku tan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

97/PEN- HS/2008/PTUN- JKT. ,  te r t angga l  24  Jul i  2008  ten tang  

har i  Pemeriksaan  Persiapan  pertama pada  tangga l  31  Jul i  

2008  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Maje l i s  Hakim  tangga l  27  agustus  

2008  ten tang  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  

Hal .  3 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Keputusan  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10  Jun i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Telah  membaca   berkas  perkara  da lam  sengketa  yang  

bersangku tan  ;  - - - - - - - - - - -

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  bukt i  dan mendengar  kete rangan  

para  pihak  dipers i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  da lam sengketa  yang   bersangku tan  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  te rhadap  

Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  11 Ju l i  2008 yang  

di t e r ima  dan  dida f t a r kan  pada  Kepani t e raan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  pada  tangga l  14  Ju l i  2008,  dengan  

Regis te r  Perkara  Nomor  :  97/G/2008 /PTUN- JKT. ,  dan  te l ah  

dipe rba i k i  pada  tahap  Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  15 

Agustus  2008,  dengan mengemukakan  alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

I .  OBYEK GUGATAN

1.  Bahwa   yang    menjad i    obyek    gugatan    da lam 
perkara   in i   ada lah   sura t

dengan  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  te r t angga l  10  Jun i  2008,  

per iha l  Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 2. Bahwa  berdasarkan  Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  

Nomor  :  9 Tahun  2004       ten tang  perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  :  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  d isebu tkan  :

“Keputusan  Tata  Usaha  adalah  Suatu  Penetapan  te r t u l i s  

yang  dike lua r kan   o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i d ua l ,  dan  f i na l ,  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa hal  te rsebu t  d ia tas  je l as  merupakan  suatu  keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  apab i l a  memenuhi  unsur - unsur  

sebaga i  ber i ku t  :

2.1 .  Bers i f a t  konkre t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2.2 .  Bers i f a t  ind i v i dua l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2.3 .  Bers i f a t  f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

 3. Bahwa berdasarkan  hal  d i  atas  je l as  te rbuk t i  Sura t  

Nomor  :  376/ - 1.811 .4  yang  menolak  Permohonan  Perpan jangan  

Hal .  5 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan Ja lan ,  yang  

te rb i t  pada  tangga l  10  Jun i  2008  ada lah  sebuah  KEPUTUSAN 

TATA USAHA NEGARA,   karena   bers i f a t   konkre t ,  bers i f a t  

ind i v i dua l   dan   bers i f a t  f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

 4.  Bahwa  berdasarkan  Pasa l  53  angka  1  Undang- Undang  

Nomor  :  9 Tahun 2004 ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  

Nomor:  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

d isebu tkan  : “Seseorang  atau  Badan  Hukum  perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan  atau  di rehab i l i t a s i ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 5. Bahwa Sura t  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  per iha l  Penolakan  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  

Di lua r  Badan  Ja lan  dike lua r kan  pada   tangga l   10   Jun i  

2008,   maka  se jak   d i t e r ima   sura t   a  quo  te rsebu t  d i  

atas  hingga  Para  Penggugat  mengajukan  gugatan  pada  

tangga l  11  Ju l i  2008  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  masih  da lam  tenggang  waktu  90  har i ,  seh ingga  

gugatan  yang  dia jukan  masih  memenuhi  syara t  yang  

dican tumkan  pada  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  

2004 ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  DUDUKNYA PERKARA

 1. Bahwa pada  tangga l  25  Ju l i  2005,  Penggugat  I  se laku  

Pengembang     Apar tement  Medi te ran i a  Palace  Residences  

Kemayoran  melakukan  Ker jasama  dengan  Penggugat  I I  da lam 

hal  penge lo l aan  Park i r  d i  Apar tement  Medi te ran ia  Palace  

Residences  Kemayoran ,  yang  mana  Ker jasama  te rsebu t  

d i l akukan  berdasarkan  Per jan j i a n  sewa  menyewa  lahan  

perpark i r an  di  Apar tement  Medi te ran i a  Palace  Residences  

Kemayoran  Nomor :  005/MPR/VI I I / 2 005  ;  - - - - -

 2.  Bahwa  diawa l i  Ker jasama  anta ra  Penggugat  I  dan  

Penggugat  I I ,  karena  Pihak  Penggugat  I  ada lah  se laku  

pihak  yang  mempunya i  kapas i t a s  untuk  melakukan  per i ka tan  

a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

 3. Bahwa  per jan j i a n   sewa  menyewa  lahan   perpark i r an  

di   Apar temen  Medi te ran i a   Palace   Residences   Kemayoran  

Nomor  :  005/MPR/VI I I / 2 005  masih  ber laku  sampai  saat  in i  

dan  t i dak  pernah  diba ta l kan  oleh  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 4. Bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  Per jan j i a n  Ker jasama 

te rsebu t ,  Pihak  Penggugat  I I  memohonkan  per i j i n an  

mengenai  Perpark i r an  kepada  Pihak  yang  berwenang,  ya i t u  

Hal .  7 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Kepala  Badan Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  dengan  sura t  permohonan  penye lenggaraan  

fas i l i t a s  park i r  untuk  umum di l ua r  badan  ja l an  dengan  

memungut  biaya  park i r  dar i  PT.  Cip ta  Pr ima  Park i r i n do  

Nomor  :  160/GR/PT/VI I I - 05  tangga l  1  Agustus  2005,  yang  

mana  saat  permohonan  a  quo  dia j ukan ,  semua  persyara tan  

yang  te rdapa t  pada Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  :  92 Tahun 2004 te lah  dipenuh i  o leh  

Penggugat  I I  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 5. Bahwa atas  permohonan  per i j i n an  mengena i  Perpark i r an  

te rsebu t ,  maka Pihak  Penggugat  I I  pada tangga l  31 Agustus  

2005  mempero leh  iz i n  dar i  Kepala  Badan  Pengelo la  

Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  berupa  

Keputusan  Kepala  Badan  Penge lo la  Perpark i r an  Prop ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  dengan  Nomor  Sura t  :  

135/2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  

Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  

Park i r ,  yang  mana dida lam  sa lah  satu  penetapannya ,  ya i t u  

but i r  ke  enam yang  is i nya  berbuny i : ”Keputusan  in i  ber laku  

dalam  waktu  2  (dua)  tahun  te rh i t u ng  se jak  tangga l  

d i t e t apkan  atau  sampai  dengan  te rben tuknya  Perh impunan  

Penghun i  secara  sah  dan  sudah  menunjuk  Pengelo la  Sarusun  

Medi te ran ia  Palace  Residences”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 6. Bahwa kemudian  Penggugat  I I  pada  tangga l  17  Apr i l  

2006  mela lu i  sura t  Nomor  :  045/CP- PT/ IV /06  mengajukan  

permohonan  perubahan  iz i n  Nomor  sura t  :  135/2005   ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 7. Bahwa  pada  tangga l  4  Mei  2006,  atas  permohonan  

perubahan  per i j i n an  te rsebu t  dan  sete lah  mela lu i  semua 

prosedur  yang  disyara t kan ,  maka  p ihak  Penggugat  I I  pada  

tangga l  4  Mei  2006  mempero leh  iz i n  dar i  Kepala  Badan  

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  berupa  Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  

Perpark i r an    Prop ins i   Daerah   Khusus   Ibuko ta  Jakar ta  

dengan  sura t  Nomor  :  113/2006  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  

Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r ,  yang  mana di  da lam 

sa lah  satu  penetapannya ,  ya i t u  but i r  ke  enam yang  is i nya  

berbuny i  :  

”Keputusan  in i  ber laku  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  

te rh i t u ng  se jak  tangga l  d i te t apkan ”   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  pada  tangga l  5  Maret  2008  Penggugat  I I  

mengajukan  kembal i  sura t  permohonan  Nomor  :  11CP-

PT/ I I I / 2 008  mengena i  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  yang  di tu j u kan  kepada  

Kepala  Uni t  Penge lo l a  Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  

Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta ,  yang  mana saat  

permohonan  a  quo  dia jukan ,  semua  persyara tan  yang  

Hal .  9 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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te rdapa t  pada  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  92  Tahun  2004  te lah  dipenuh i  

o leh  Penggugat  I I  ;  - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa pada  tangga l  10 Jun i  2008,  Kepala  Uni t  Pengelo la  

Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  member ikan  jawaban  atas  sura t  

permohonan  Nomor  :11CP- PT/ I I I / 2 008  dengan  Nomor  

Sura t  :  376/ - 1.811 .4  Per iha l  Penolakan  Permohonan  

Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  

Badan Ja lan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa   a lasan /dasar    peno lakan    da lam   sura t  
te rsebu t    adalah    dengan

mempergunakan   per t imbangan   yang   d idasarkan   pada  

Sura t   Keputusan   Kepala  Badan   Pengelo la   Perpark i r an  

Prop ins i   Daerah   Khusus   Ibuko ta   Jakar ta   Nomor  :  

135/2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  

Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  

Park i r ,  yang  di t e t apkan  pada  tangga l  31  Agustus  2005  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.Bahwa   sedangkan   Sura t   Keputusan   Kepala   Badan  

Pengelo la   Perpark i r an   Prop ins i   Daerah   Khusus   Ibuko ta  

Jakar ta  Nomor  :  135/2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  

Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  

Memungut  Biaya  Park i r ,  yang  d i t e t apkan  pada  tangga l  31  

Agustus  2005  yang  di j ad i kan  dasar  per t imbangan  adalah  

sudah  dimohonkan  perubahannya  sesua i  dengan   sura t  

permohonan  Penggugat  I I  pada  tangga l  17  Apr i l  2006  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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mela lu i  sura t  Nomor  :  045/CP- PT/ IV /06 ,  yang  kemudian  

di t i n dak  lan ju t i  dengan  d ipe rbaharu i / d i r u bahnya  per i j i n an  

a  quo  dengan  d ike lua r kannya  Keputusan  Kepala  Badan  

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  dengan  Nomor  sura t  :  113/2006  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  

Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

12. Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  d ia tas ,  

Keputusan  Tergugat  da lam menerb i t k an  Sura t  Keputusan  a 

quo  te l ah  melanggar  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber l aku  ya i t u  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  92 Tahun 2004  Pasal  9 ayat  (3 )  

ten tang  Persyara tan  untuk  mendapatkan  Iz i n ,  yang  mana 

Penggugat  I I  te l ah  memenuhi  Persyara tan  yang  te lah  

di ten tukan  dalam  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  92  Tahun  2004,  maka 

dasar  gugatan  Para  Penggugat  te rhadap  Penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Tergugat  te rsebu t  te l ah  sesua i  dengan  Pasal  

52  ayat  2  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  

seharusnya  Terguga t  sebe lum menerb i t kan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  te r l eb i h  dahu lu  mendengar  dan  mel iha t  

Hal .  11 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

data - data  yur i d i s  yang  dimi l i k i  o leh  Para  Penggugat ,  

akan  te tap i  Tergugat  hanya  mel iha t  data - data  yur i d i s  

yang  sudah  t i dak  ber laku  lag i ,  seh ingga  ak iba t  

d i t e rb i t k an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  oleh  Terguga t  

tanpa  mendengar  dan  mel iha t  data - data  yur i d i s  yang  ada  

t i dak  sesua i  dan  melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  ya i t u  Asas- Asas  Audi  et  Aute rum  Par tem  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa  se la i n   ha l   d ia tas   dengan   d ike lua rkannya  

Keputusan   Tata    Usaha  Negara    o leh    Tergugat  

per i ha l    Penolakan    Permohonan    Perpan jangan   Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan ,  te lah  

melanggar  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  ya i t u  

Azas  Kecermatan  tanpa  memperhat i kan  dan  tanpa  

memper t imbangkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  

Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  :  113/2006  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  

Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  

Memungut  Biaya  Park i r ,  te r t angga l  4  Mei  2006  pada  

but i r  ke  enam yang  berbuny i  ”Keputusan  in i  ber laku  

dalam  waktu  (dua)  tahun  te rh i t ung  se jak  tangga l  

d i te t apkan ” ,  mela inkan  Tergugat  mengambi l  per t imbangan  

dengan  menggunakan  Keputusan  Kepala  Badan  Penge lo la  

Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  :  135/2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  

Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Memungut  Biaya  Park i r ,  te r t angga l  31 Agustus  2005  pada  

but i r  ke  enam yang  berbuny i  ”Keputusan  in i  ber laku  

dalam  waktu  2  (dua)  tahun  te rh i t u ng  se jak  tangga l  

d i te t apkan  atau  sampai  dengan  te rben tuknya  Perh impunan  

Penghun i  secara  sah   dan   sudah  menunjuk  Penge lo l a  

Sarusun  Medi te ran ia  Palace  Residences”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  dasar  gugatan  Para  Penggugat  te rhadap  sura t  

ob jek  sengke ta  a quo te l ah  sesua i  dengan  Pasal  53 ayat  

2  but i r  b  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  

perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Sehingga  te rbuk t i  Putusan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

berupa  Sura t  Kepala  Uni t  Penge lo la  Perpark i r an  Dinas  

Perhubungan  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

dengan  Nomor  Sura t  :  376/ - 1.811 .4  yang  in t i n ya  menolak  

permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  dengan  dasar  

per t imbangan  sura t  yang   sa lah  ada lah  je l as  t i dak  

berdasarkan  hukum dan  te l ah  melawan  hukum ya i t u  Pasal  

53  ayat  2 huru f  a dan  b Undang- Undang  Nomor  :  9 Tahun  

2004  ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  :  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  oleh  

karenanya  te rbuk t i  sura t  a  quo  Cacat  Hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  13 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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17. Bahwa  seanda inya  Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar t a  Nomor  :  135/2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  

Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  

Memungut  Biaya  Park i r ,  yang  di te t apkan  pada  tangga l  31  

Agustus  2005  dianggap  masih  ber laku  ( quod  non) ,  maka 

te rdapa t  fak ta - fak ta  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa anta ra  Penggugat  I  dengan  Perh impunan  Penghun i  

Rumah  Susun  (PPRS)   te lah  ada  kesepakatan  mengena i  

penge lo l aan  Perpark i r an ,  yang  mana  dapat  te r l i h a t  

da lam  Notu len  rapa t  mengena i  kesepakatan  ker j asama  

anta ra  PPRS dengan  Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  pada  

tangga l  05  Maret  2008  dengan  kont r i bus i  untuk  PPRS 

ada lah  sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  puluh  ju t a  

rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  te rhadap  kesepaka tan  te rsebu t  te l ah  ada  

Pelaksanaan  kesepaka tan  berupa  pembayaran  sebanyak  3 

ka l i  pembayaran ,  yang  masing- masingnya  ada lah  Rp.  

20.000 .000 , -  (dua  puluh  ju ta  rup iah )  t i ap  bulannya  ;  

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa  se lama  pembayaran  te rsebu t  ber l angsung  t i dak  

pernah  ada  kompla in   dar i   p ihak   PPRS  mengenai  

pembayaran   kont r i bus i   sebesar  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  

puluh  ju t a  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sehingga  berdasarkan  fak ta - fak ta  dia tas  te rbuk t i  Para  

Penggugat  mempunyai  kapas i t a s  untuk  melakukan  penge lo l aan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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park i r  d i  Apar temen  Medi te ran i a  Palace  Residences  

Kemayoran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.Bahwa  je l as  te lah  te rbuk t i ,  dasar  dan  alasan  yang  

di j ad i kan  per t imbangan  dalam  mengeluarkan  putusan  Tata  

Usaha Negara ,  yang  berupa  Sura t  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  yang  

menolak  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan ,  yang  te rb i t  pada  tangga l  

10  Jun i  2008,  ada lah  Cacat  Hukum dan  harus  diba ta l kan  

karena  t i dak  berdasarkan  hukum ;  - - - - - - - - -

I I I .DALAM PENUNDAAN

Bahwa ak iba t  yang  di t imbu l kan  dengan  adanya  Putusan  Tata  

Usaha  Negara ,  yang  berupa  Sura t  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  yang  

menolak  permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan ,  yang  te rb i t  pada  tangga l  

10 Jun i  2008 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Tidak  dapat  d i l aksanakannya  Per jan j i a n  ker j asama  

anta ra  Penggugat  I  dengan  Penggugat  I I  da lam  ha l  

penge lo l aan  Park i r  d i  Apar tement  Medi te ran i a  Palace  

Residences  Kemayoran ,  yang  mana  ker j asama  te rsebu t  

d i l akukan  berdasarkan  Per jan j i a n  sewa  menyewa  lahan  

Perpark i r an  di  Apar tement  Medi te ran i a  Palace  

Residences  Kemayoran  Nomor  :  005/MPR/VI I I / 2 005  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2. Hi langnya  pendapatan  Para  Penggugat  se jak  

Hal .  15 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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dike lua rkannya  Keputusan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Hi langnya  kesempatan  untuk  mempero leh  pengembal i an  

Inves tas i  modal  yang  te lah  dike lua rkan  oleh  Para  

Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Hi langnya  kepercayaan  ko lega / r ekan  bisn i s  te rhadap  

Para  Penggugat  ;  - - - - - -

5. Dan  hi l angnya  nama  baik  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Terancam Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  te rhadap  Para  

Karyawan  Penggugat  I I  secara  kese lu ruhan ,  ak iba t  

h i l angnya  hak  penge lo l aan  Perpark i r an  d i  Apar temen  

Medi te ran i a  Palace  Residences  Kemayoran  ;  - - - - - -

Oleh  karena  banyaknya  kerug ian  yang  dia lam inya  oleh  Para  

Penggugat ,  maka mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  menangan i ,  

memer iksa  dan  memutus  perkara  in i  agar  berkenan  menetapkan  

penundaan  berupa  penangguhan  pelaksanaan  sura t  Nomor  :  

376/ - 1.811 .4  yang  dike lua r kan  oleh  Kepala  Uni t  Pengelo la  

Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a ,  te r t angga l  10 Jun i  2008,  ser ta  menyatakan  

Para  Penggugat  te tap  dapat  menja lankan  akt i f i t a s  

Perpark i r an  seper t i  b iasanya  sampai  adanya  putusan  

Pengad i l an  yang  sudah  berkekua tan  hukum  te tap  dalam 

perkara  in i  ;  -

Berdasarkan  ura ian - ura ian  dia tas  maka Para  Penggugat  memohon 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat ,  yang  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutus  perkara  in i  dengan  Amar  putusannya  

sebaga i  ber i ku t  :

A. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;  -

2. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  menangguhkan  pelaksanaan  

sura t  dengan  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  te r t angga l  10  Jun i  

2008,  per iha l  Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan Ja lan ,  ser ta  

menyatakan  Para  Penggugat  te tap  dapat  menja lankan  

akt i f i t a s  Perpark i r an  seper t i  b iasanya  sampai  adanya  

putusan  Pengadi l an  yang  sudah  berkekua tan  hukum te tap  

dalam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. DALAM POKOKPERKARA.

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Nomor  :  376/ -

1.811 .4  te r t angga l  10  Jun i  2008,  per iha l  Penolakan  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  

Di lua r  Badan Ja lan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  Terguga t  Untuk  Mencabut  sura t  Nomor  :  

376/ - 1.811 .4  te r t angga l  10  Jun i  2008,  per i ha l  Penolakan  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  

Di lua r  Badan Ja lan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  17 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  menerb i t kan  sura t  

Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  

Badan  Ja lan  yang  d imohonkan  o leh  Penggugat  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  atas  perkara  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  gugatan  PARA PENGGUGAT te r sebu t  d ia tas ,  p ihak  

TERGUGAT te l ah  mengajukan  Jawaban dengan  sura tnya  te r t angga l  

8 September  2008 ,  sebaga i  ber i ku t  :

I . Dalam Eksepsi .  

A.  Para  Penggugat  t idak  mempunyai  kapasi tas  yur id is  (  lega l  

standing  )

untuk  bert indak  sebagai  Para  Penggugat  ( non  leg i t ima  

persona standi  in  judic io ) .

1. Bahwa  Keputusan  a  quo  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  

tangga l  10  Jun i  2008  ten tang  Penolakan  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  ( Bukt i  T- 1)  yang  

menjad i  ob jek  gugatan  da lam  perkara  in i  ada lah  

merupakan  t i ndakan  hukum  Tergugat  yang  

berdasarkan  (sesua i  dengan)  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  sebaga i  respon  untuk  

menjawab  Sura t  Penggugat  I I  Nomor  :  11  CP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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PT/ I I I / 2 008  tangga l  5  Maret  2008  Hal  :  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Perpark i r an  Di lua r  

Badan  Ja lan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

2. Bahwa Keputusan  a  quo  yang  di te rb i t k an  Terguga t  

merupakan  jawaban  atas  sura t  permohonan  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  I I  kepada  Terguga t ,  

bukan  yang  dia jukan  Penggugat  I  bersama- sama 

dengan  Penggugat  I I  sebaga i  2  (dua)  pr ibad i  

hukum ( rech tspe rsoon )  yang  mempunyai  kepent i ngan  

hukum berbeda  berka i t an  dengan  Keputusan  a quo ;  

- - - - - - - - - - - -

3. Bahwa akan  te tap i ,  da lam perkara  in i  ( in  cassu )  

gugatan  te rhadap  Tergugat  d ia j ukan  oleh  

Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  untuk  secara  

bersama- sama  ber t i ndak  sebaga i  Para  Penggugat  

( kumulas i  sub jek t i f ) ,  seo lah - olah  Penggugat  I  

dan  Penggugat  I I  merupakan  pr ibad i  hukum 

( rech tspe rsoon )  yang  mempunyai  kepent i ngan  hukum 

berbeda  berka i t an  dengan  Keputusan  a  quo.  

Padaha l  da lam  Keputusan  a  quo  te rsebu t  Tergugat  

t i dak  mengiden t i f i k a s i  Penggugat  I  dan  Penggugat  

I I  sebaga i  2 (dua)  pr ibad i  hukum ( rech tspe rsoon )  

yang  mempunyai  kepent i ngan  hukum berbeda,  bahkan  

Tergugat  hanya  menyebutkan  Penggugat  I I  sebaga i  

p ihak  yang  te rsangku t  secara  langsung  te rhadap  

Hal .  19 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
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Keputusan  a quo te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  oleh  karena  badan  hukum  perda ta /p r i b ad i  

hukum  ( rech tspe rsoon )  yang  disebu tkan  atau  

dimaksudkan  atau  te rsangku t / t e r k ena  secara  

langsung  dalam Keputusan  a  quo  yang  di te r b i t k an  

oleh  Tergugat  ada lah  hanya  Penggugat  I I  maka 

Penggugat  I  t i dak  mempunyai  kwal i f i k a s i  sebaga i  

Penggugat ,  dengan  demik ian  gugatan  in  cassu  yang  

secara  bersama- sama  dia j ukan   o leh   Para  

Penggugat   (Penggugat   I   dan   Penggugat   I I )  

ada lah

ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum acara  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  seh ingga   harus   d inya takan   t i dak   dapat  

d i t e r ima   ( nie t  onvanke l i j k  verk l aa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa secara  eksp l i s i t ,  penger t i an  ind i v i dua l  d i t egaskan  

dalam  Pasa l  1  Angka  3  Penje lasan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  :  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

junc to  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  berbuny i  

”Bers i f a t  Ind i v i dua l  ar t i n ya  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

i t u  t i dak  di tu j u kan  untuk  umum,  te tap i  te r t en t u   ba ik  

alamat   maupun  ha l   yang   d i t u j u .   Kalau   yang   d i t u j u  

i t u  leb ih  dar i  seorang ,  t i ap - t i ap  nama  orang  yang  

te rkena  Keputusan  i t u  disebu tkan . ”   ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Gugatan Para  Penggugat  t idak  bersandarkan  hukum.

1. Bahwa  se lu ruh  per i s t i wa - per i s t i wa  hukum sebaga i  dasar  

tun tu tan  yang  dida l i l k a n  oleh  Para  Penggugat  ada lah  sama 

seka l i  t i dak  membenarkan  tun tu tan  ( pet i t um )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2. Bahwa Keputusan  a  quo  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10  

Jun i  2008  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ada lah  sah  dan  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa se la i n  mengacu  pada  pera tu ran  perundang- undangan,  

Keputusan  a  quo  te rsebu t  berpedoman  pada  but i r  KEENAM 

Keputusan  Kepala  Badan  Penge lo la  Perpark i r an  Prop ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  135/2005  tangga l  

31  Agustus  2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  

Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  

Biaya  Park i r ,  yang  berbuny i  ”Keputusan  in i  ber laku  dalam  

waktu  2  (dua)  tahun  te rh i t ung  se jak  tangga l  d i te t apkan  

atau  sampai  dengan  te rben tuknya  Perh impunan  Penghun i  

secara  sah  dan  sudah  menunjuk  Pengelo la  Sarusun  

Medi te ran ia  Palace  Residences”  (Bukt i  T- 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  but i r  KEENAM Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  

Hal .  21 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  

:  135/2005  tangga l  31  Agustus  2005  ada lah  merupakan  

sa lah  satu  landasan  yur i d i s  dar i  Keputusan  a  quo  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun  (PPRS)  Apar temen  

Medi te ran ia  Palace  Residences  te lah  diben tuk  dan  

disahkan  sesua i  dengan  Sura t  Keputusan  Gubernur  Prop ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  810/2007  tangga l  8  

Jun i  2007  (Bukt i  T- 3) ,  dengan  demik ian  ada lah  sangat  

t i dak  bera lasan  untuk  memperpan jang  iz i n  penye lenggaraan  

perpark i r an  yang  dia jukan  o leh  Penggugat  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  se la i n  fak ta  hukum  bahwa  Perh impunan  Penghun i  

Rumah  Susun  (PPRS)  Apar temen  Medi te ran ia  Palace  

Residences  Kemayoran  te l ah  diben tuk  dan  disahkan ,  fak ta  

hukum la i n  yang  dapat  d ikemukakan  ada lah  jangka  waktu  

iz i n  penye lenggaraan  perpark i r an  Penggugat  I I  ya i t u  

se lama  2  (dua)  tahun  te rh i t ung  se jak  di te t apkan  sampai  

sekarang  ada lah  te lah  berakh i r   bahkan   te l ah  

te r l ampau i .   Fakta   te rsebu t   dapat   d i l i h a t   da lam  :

4.1 . But i r  KEENAM Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  

Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  :  135/2005  tangga l  31  Agustus  2005  ten tang  

Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r ,  

yang  berbuny i  ”Keputusan  in i  ber laku  da lam  waktu  2  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(dua)  tahun  te rh i t u ng  se jak  tangga l  d i te t apkan  atau  

sampai  dengan  te rben tuknya  Perh impunan  Penghun i  

secara  sah  dan  sudah  menunjuk  Penge lo l a  Sarusun  

Medi te ran i a  Palace  Residences”  (v ide  Bukt i  T- 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.2 . But i r  KEENAM Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  

Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  :  113/2006  tangga l  4  Mei  2006  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  

Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r ,  yang  

berbuny i  ”Keputusan  in i  ber laku  da lam waktu  2 (dua)  

tahun  te rh i t u ng  se jak  tangga l  d i t e t apkan”   (Bukt i  T-

4)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa dengan  demik ian ,  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum :  

(1 )  Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun  ( PPRS)  Apar temen 

Medi te ran ia  Palace  Residences  Kemayoran  te lah  diben tuk  

dan  disahkan ,  (2 )  Jangka  waktu  iz i n  penye lenggaraan  

perpark i r an  Penggugat  I I  ya i t u  se lama  2  (dua)  tahun  

ada lah  te l ah  berakh i r  bahkan  te l ah  te r l ampau i ,  maka 

t i dak  ada  alasan  untuk  memperpan jang  iz i n  

penye lenggaraan  fas i l i t a s  park i r  yang  dimohonkan  oleh  

Penggugat  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

bersandarkan  hukum,  maka  harus  dinya takan  t i dak  dapat  

Hal .  23 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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di t e r ima  ( nie t  onvanke l i j k  verk l aa rd )  ;  - -

C. Gugatan  Para  Penggugat  t idak  bera lasan  ( t idak  berdasarkan  

hukum) .

1.  Bahwa  lahan   park i r   yang   d imohonkan   o leh  

Penggugat   I I   perpan jangan

iz i nnya  ada lah  lahan  yang  merupakan  hak  atas  bag ian  

bersama  Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  ( PPRS)  

Apar temen  Medi te ran ia  Palace  Residences  Kemayoran ,  

sesua i  Gambar  Per te l aan  Rumah Susun  Medi te ran i a  Palace  

Residences  Kemayoran  pada  Denah Semi  Basement  (Bukt i  T-

5A) ,  Denah lan ta i  Ground  ( I )  (Bukt i  T- 5B) ,  Denah lan ta i  

P 1  A ( I )  (Bukt i  T- 5C) ,  Denah  lan ta i  P ( I I )  (Bukt i  T-

5D) ,  yang  dibua t  o leh  Penggugat  I  dan  dike tahu i  o leh  

Kepala  Bidang  P & PT Kantor  Wilayah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da l i l  te rsebu t  pada  but i r  1  dia tas  ada lah  sesua i  

dengan keten tuan  Pasa l  8 ayat  (1 ) ,  ayat  (2 )  dan ayat  (3 )  

Undang- Undang  Nomor  :  16 Tahun  1985  ten tang  Rumah Susun  

(Bukt i  T- 6) ,  yang  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

- ”Satuan  rumah  susun  dimi l i k i  o leh  perseorangan  atau  

badan  hukum  yang   memenuhi   syara t   sebaga imana  

pemegang   hak   atas   tanah”   (aya t  1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ”Hak  mi l i k  atas  satuan  rumah  susun  ada lah  hak  mi l i k  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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atas  satuan  yang  bers i f a t  perseorangan  dan  te rp i sah ”  

(aya t  2)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ”Hak  mi l i k  atas  satuan  rumah  susun  sebaga imana  

dimaksud  dalam ayat  (2 )  mel ipu t i  juga  hak  atas  bag ian  

bersama,  benda  bersama,  dan  tanah  bersama  yang  

semuanya  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan  satuan  yang  bersangku tan ”  (aya t  3)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  pengurusan  kepent i ngan  bersama  Para  Penghun i  

yang  menyangkut  hak  atas  bag ian  bersama,  benda  

bersama,  dan  hak  atas  tanah  bersama  menuru t  Undang-

Undang  adalah  tugas  dan  kewaj i ban  dar i  Perh impunan  

Penghun i  Rumah Susun  ( PPRS) ,  sebaga imana  d i t en tukan  

dalam Pasa l  19  ayat  3 Undang- Undang  Nomor  :  16  Tahun  

1985  ten tang  Rumah Susun,  yang  berbuny i ,  ”Perh impunan  

Penghun i  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  

berkewaj i ban  untuk  mengurus  kepent i ngan  bersama  para  

pemi l i k  dan  penghun i   yang   bersangku t   dengan  

pemi l i k   dan   penghun iannya”   (Bukt i  T- 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa keten tuan  Pasa l  19 ayat  3 Undang- Undang Nomor  :  

16  Tahun  1985  ten tang  Rumah  Susun,  se lan ju t n ya  

dipe r t egas  oleh  Pasal  56  dan  Pasa l  62  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  4  Tahun  1988  ten tang  Rumah Susun  

(Bukt i  T- 7) ,  yang  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  Pasa l  56  berbuny i ,  ”Perh impunan  penghun i  

Hal .  25 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mempunyai  fungs i  sebaga i  ber i ku t  :

a. Membina  te rc i p t anya  l i ngkungan  yang  sehat ,  

te r t i b  dan aman ;  - - - - - - -

b. Mengatur  dan membina  kepent i ngan  penghun i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Mengelo la  rumah  susun  dan  l i ngkungannya”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Pasa l  62  berbuny i  :  Pengelo laan  rumah  susun  

mel ipu t i  keg ia tan  -  keg ia tan  operas iona l  yang  berupa  

pemel iha raan ,  perba i kan ,  dan  pembangunan  prasarana  

l i ngkungan ,  ser ta  fas i l i t a s  sos ia l ,  bag ian  bersama,  

benda  bersama  dan  tanah  bersama”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  berpedoman  pada  keten tuan  Pasal  8  ayat  (1 ) ,  

ayat  (2 ) ,  ayat  (3 )  dan  Pasa l  19  ayat  (3 )  Undang-

Undang  Nomor  :  16  Tahun  1985  ten tang  Rumah  Susun  

ser ta  Pasa l  56  dan  Pasal  62  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  :  4  Tahun  1988  ten tang  Rumah Susun  te rsebu t ,  

maka  lahan /a rea l  park i r  yang  dimohonkan  oleh  

Penggugat  I I  perpan jangan  iz i nnya  ada lah  ber ten tangan  

dengan  Undang- Undang  dan  kepent i ngan  hukum 

Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun  ( PPRS)   Apar temen  

Medi te ran i a   Palace   Residences  ;  - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian ,  t i ndakan  Terguga t  yang  menolak  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  

Di lua r  Badan  Ja lan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  I I  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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sebaga imana  te rmak tub  dalam  Keputusan  a  quo  ada lah  sah  dan  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bera lasan  

( t i d ak  berdasarkan  hukum  dan  Undang- Undang)  maka  harus  

di t o l a k  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

( nie t  onvanke l i j k  verk l aa rd )  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

D. Gugatan Para  Penggugat  Tidak  Jelas /Kabur  ( Obscuur  Libe l )

1. Bahwa dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  oleh  Para  Penggugat  

da lam gugatannya  ada lah  sangat  ke l i r u  dan membingungkan,  

o leh  karena  Para  Penggugat  se la l u  menggunakan  is t i l a h  ”a  

quo”  pada  set i ap  bentuk  perbua tan  hukum  dan/a tau  

hubungan  hukum,  seper t i  :  per i ka tan  a quo,  permohonan  a 

quo,  Keputusan  a  quo,  dan  sete rusnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  is t i l a h  te rsebu t  menimbulkan  kesan  bahwa  semua 

bentuk  sura t  dan/a tau  kete tapan  dan/a tau  Keputusan  

dan/a tau  per jan j i a n  ker jasama  yang  d isebu tkan  Para  

Penggugat  da lam  gugatan  in  cassu  ada lah  berada  pada 

sta tus  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  padaha l  menuru t  hukum  acara  Tata  Usaha  Negara  

ya i t u  ob jek  sengketa  ada lah  kete tapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l  (v i de  Pasa l  

Hal .  27 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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1  angka  3  dan  Pasal  53  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  :  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  junc to  

Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  se la i n  i t u ,  da lam  sura t  gugatannya  Para  

Penggugat  mencampuradukkan  aspek  hukum  perda ta  

seper t i  per i ka tan /pe r j a n j i a n  ker j asama  anta ra  

Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  (v i de  angka  1  sampai  4  

sura t  gugatan  pada  bag ian  DUDUK PERKARA) dengan  aspek  

hukum  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  ada lah  kabur  

dan  t i dak  je l as ,  maka sangat  wajar  dan  bera lasan  untuk  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ( nie t  onvanke l i j k  

verk l aa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4. Bahwa  berdasarkan  ura ian  dia tas ,  maka  sangat  wajar  

dan bera lasan  apab i l a  Maje l i s  Hakim menyatakan  :

- Mener ima  Ekseps i  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  gugatan  Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  t i dak  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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- - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l  -  da l i l  yang  

dikemukakan  oleh  Para  Penggugat ,  kecua l i  yang  dengan  

tegas  diaku i  o leh  Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  dengan  tegas  menolak  da l i l  Para  

Penggugat  pada  angka  1  sampai  angka  3  dalam  Duduk  

Perkara ,  o leh  karena  dal i l  te rsebu t  t i dak  ada  

hubungannya  dengan  Keputusan  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  hubungan  hukum  ( rech tbe t r e kk i ng )  anta ra  

Penggugat  I  dan  Penggugat  I I  yang  diu ra i kan  oleh  Para  

Penggugat  pada  angka  1  sampai  angka  3  te rsebu t  adalah  

hubungan  hukum  yang  bers i f a t  keperda taan ,  sedangkan  

Keputusan  a  quo  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  yang  

berhubungan  dengan  Penggugat  I  dan Penggugat  I I  ada lah  

menyangkut  aspek  hukum  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Terguga t  dengan  tegas  menolak  dal i l  Para  

Penggugat  pada  angka  4,  5,  6,  dan  7  dalam  Duduk  

Perkara ,  sepan jang  dal i l  te rsebu t  d imaksudkan  oleh  

Para  Penggugat  untuk  mengingkar i  fak ta  hukum  yang  

sebenarnya  ;  -

Bahwa  fak ta  hukum yang  sebenarnya  adalah  Permohonan  

Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r  

Hal .  29 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor  :  160/CP- PT/VI I I - 05  tangga l  1  Agustus  2005  dan  

Nomor  :  045/CP- PT/ IV /06  tangga l  17  Apr i l  2006  yang  

dahu lu  dia jukan  o leh  Penggugat  I I  ser ta  Penerb i t an  

Keputusan  Kepala  Badan  Penge lo la  Perpark i r an  Prop ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  135/2005  tangga l  

31  Agustus  2005  dan  Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  

Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  :  113/2006  tangga l  4  Mei  2006  ada lah  suatu  

per i s t i wa  hukum pada  saat  mana  Perh impunan  Penghun i  

rumah  Susun  ( PPRS)  Apar temen  Medi te ran ia  Palace  

Residences  be lum  te rben tuk  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Tergugat  dengan  tegas  menolak  da l i l  Para  

Penggugat  pada  angka  8  dalam  Duduk  Perkara ,  yang  

menyatakan  ”yang  mana saat  permohonan  a  quo  dia j ukan ,  

semua  persyara tan  yang  te rdapa t  pada  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  :  92  

Tahun  2004  te l ah  d ipenuh i  o leh  Penggugat  I I ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i dak  benar  Penggugat  I I  memenuhi  semua 

persyara tan  sebaga imana  yang  di ten tukan  da lam 

Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  

:  92  Tahun  2004  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  

Badan  Ja lan  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Bahwa  sa lah  satu  keten tuan  mengenai  Persyara tan  dan  

Cara  Pengajuan  Iz i n  yang  di t en tukan  da lam  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  92 

Tahun  2004  adalah  bahwa  pemohon  harus  melampi r kan  

sura t  hak  kepemi l i k an / penguasaan  gedung/ t anah  atau  

sura t  kuasa  dar i  pemegang  hak  kepemi l i k an /penguasaan  

gedung/ t anah  bagi  kont rak to r  (v ide  but i r  f  dan k  Pasa l  

9  ayat  3  Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  Nomor  :  92  Tahun  2004)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa fak ta  hukum yang  sebenarnya  pada  saat  Penggugat  

I I  mengajukan  Sura t  Permohonan  Nomor  :  11CP-

PT/ I I I / 2 008  tangga l  5 Mei  2008 ada lah  :

a. Bahwa  Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  ( PPRS)  

Apar temen  Medi te ran ia  Palace  Residences  te lah  

diben tuk  dan  d isahkan  (v ide  Bukt i  T- 3)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

b. Bahwa Penggugat  I I  t i dak  dapat  melampi r kan  sura t  hak  

kepemi l i k an  atau  sura t  kuasa  dar i  pemegang  hak  

kepemi l i k an ,  o leh  karena  da lam kenyataan  sebenarnya  

( in  concre to )  area l  yang  dimohonkan  oleh  Penggugat  

I I  menjad i  lahan  park i r  te rsebu t  adalah  hak  atas  

bag ian  bersama,  benda  bersama,  dan  hak  atas  tanah  

bersama  Perh impunan  Penghun i  rumah  Susun  ( PPRS)  

Apar temen  Medi te ran i a  Palace  Residences  (v ide  T- 5A,  

T- 5B,  T- 5C,  dan  T- 5D)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  31 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Bahwa  keten tuan  mengenai  Sura t  hak  

kepemi l i k an /penguasaan  gedung/ tanah  dan  Sura t  Kuasa  

te rsebu t  ada lah  bers i f a t  impera t i f  sebaga imana  

di t egaskan  dalam Sura t  Keputusan  Gubernur  Nomor  :  92  

Tahun 2004 Pasa l  9 ayat  (3 )  but i r  f  dan k,  (Bukt i  T-

8) ,  yang  berbuny i  ”Untuk  mempero leh  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 ) ,  harus  mengajukan  

permohonan  secara  te r t u l i s  kepada  Gubernur  da lam hal  

in i  Kepala  Badan  Pengelo la  Perpark i r an  dengan  

melampi r kan  persyara tan  sebaga i  ber i ku t ”  :

f . ” fo t o  kop i  Sura t  hak  kepemi l i k an / penguasaan  

gedung/ t anah”  ;  - - - - -

k . ”Sura t  Kuasa  dar i  pemegang  hak  

kepemi l i k an /penguasaan   gedung/ t anah  bag i  

kont rak to r ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa  sebe lum  menerb i t kan /menge lua rkan  Keputusan  a 

quo,  Tergugat  te lah  melakukan  upaya  fo rma l  

prosedura l ,  anta ra  la i n  :

- Mengundang  pihak- pihak  te rka i t  da lam  rangka  

pembahasan  penye lenggaraan  perpark i r an  d i  

Apar tement  Medi te ran i a  Palace  Residences ,  

sebaga imana  te rbuk t i  dar i  sura t  Nomor  :  294/ -

1.811 .4   tangga l   19   Mei   2008   per iha l  :  

Undangan ( Bukt i  T- 9)  ;  - - - - - - - - -

- Menyelenggarakan  rapa t  pada  har i  Rabu,  tangga l  21 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Mei  2008,  dengan  has i l  rapa t  bahwa  area l / l a han  

park i r  yang  d imohonkan  iz i nnya  oleh  Penggugat  I I  

ada lah  merupakan  bag ian  bersama  Perh impunan  

Penghun i  Rumah Susun  ( PPRS)  Apar temen  Medi te ran i a  

Palace  Residences  (Bukt i  T- 10)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa  bahkan  sebe lum  rapa t  sebaga imana  dimaksud  

dia tas  dise lenggarakan ,  Perh impunan  Penghun i  Rumah 

Susun  ( PPRS)  Apar tement  Medi te ran i a  Palace  

Residences  menyampaikan  sura t  kepada  Tergugat  yang  

meminta  agar  i z i n  Penggugat  I I  untuk  

menyelenggarakan  perpark i r an  di  area l  Apar tement  

Medi te ran i a  Palace  Residences  dicabu t  dan  t i dak  

dipe rpan jang ,  sebaga imana  te rmak tub  dalam  sura t  

Nomor  :  07/PPRS MPR/Ext /V /2008  tangga l  8  Mei  2008  

Per iha l  Pencabutan  Iz i n  Park i r  d i  Area l  Rumah Susun  

Medi te ran i a  Palace  Residences  Kemayoran  Ja lan  landas  

Pacu  Utara  Sela tan  Komplek  Apar temen  Kemayoran  Blok  

A1  Nomor  :  2,  Kelurahan  Kebon  Kosong,  Kecamatan  

Kemayoran ,  Jakar t a  Pusat  (Bukt i  T- 11)  ;  - - - - - - - -

5. Bahwa  Tergugat  dengan  tegas  menolak  da l i l  Para  

Penggugat  pada  angka  11 da lam Duduk  Perkara ,  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  Keputusan  Kepala  Badan  

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  Nomor  :  135/2005  tangga l  31  Agustus  2005  

dipe rbaharu i / d i u bah  dengan  Keputusan  Kepala  Badan 

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Hal .  33 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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Jakar ta  Nomor  :  113/2006  tangga l  4  Mei  2006,  dengan  

alasan  :

a. Bahwa  makna  dar i  subs tans i / k l a usu l  but i r  KEENAM 

Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo laan  Perpark i r an  

Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  

135/2005  tangga l  31  Agustus  2005  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  

Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r ,  yang  

berbuny i  ”Keputusan  in i  ber laku  dalam waktu  2 (dua)  

tahun  te rh i t u ng  se jak  tangga l  d i te t apkan  atau  sampai  

dengan  te rben tuknya  Perh impunan  Penghun i  secara  sah  

dan  sudah  menunjuk  Pengelo la  Sarusun  Medi te ran ia  

Palace  Residences”   sama  seka l i  t i dak  

dipe rbaharu i / d i u bah  dengan  keputusan  Kepala  Badan 

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  Nomor  :  113/2006  tangga l  4  Mei  2006  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa but i r  KEENAM Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  

Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  :  113/2006  tangga l  4 Mei  2006 hanya  menegaskan  

keten tuan  mengena i  jangka  waktu  iz i n  penye lenggaraan  

perpark i r an  ya i t u  se lama  2  (dua)  tahun  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa keten tuan  mengenai  ”sampai  dengan  te rben tuknya  

Perh impunan  Penghun i  secara  sah”   ada lah  merupakan  

syara t  keber l akuan  yang  t i dak  d iubah  bahkan  t i dak  

boleh  diubah ,  o leh  karena  ha l  te rsebu t  merupakan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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syara t  yang  di ten tukan  Undang- Undang ;  - - - - -

Bahwa fak tanya  saat  in i  Perh impunan  Penghun i  Rumah 

Susun  ( PPRS)   Apar temen   Medi te ran ia   Palace  

Residences   te lah   d iben tuk   dan  disahkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bahwa Tergugat  dengan tegas  menolak  dal i l  Para  
Penggugat  pada angka

12  dalam  Duduk  Perkara ,  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  

bahwa  Keputusan  a  quo  yang  di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  

te lah  melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ya i t u  Pasa l  9  ayat  (3 )  Keputusan  Gubernur  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  92  Tahun  2004,  

dengan alasan  :

a. Bahwa Keputusan  a quo yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  

te lah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  dan Pasal  9 ayat  (3 )  Keputusan  Gubernur  

Nomor  :  92 Tahun 2004 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa  jus t r u  permohonan  iz i n  penye lenggaraan  

perpark i r an  yang  dia j ukan  o leh  Penggugat   I I  

sebaga imana  te rmak tub  da lam sura t  Permohonan  Nomor  :  

11CP- PT/ I I I / 2 008  tangga l  5  Mei  2008,  ber ten tangan  

dengan :

- Pasa l  19  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  :  16  Tahun  

1985  ten tang  Rumah  Susun  (v ide  Bukt i  T- 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pasa l  56  dan  Pasal  62  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  :  4  Tahun  1988  ten tang  Rumah Susun  (v ide  

Hal .  35 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Bukt i  T- 7)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- But i r  f  dan  k  Pasa l  19  ayat  (3 )  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  92 

Tahun  2004  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan Ja lan  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  (v ide  Bukt i  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Ni la i  -  n i l a i  kepatu tan  dan  kepent i ngan  hukum 

Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun  (PPRS)  Apar temen  

Medi te ran ia  Palace  Residences  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  Tergugat  kebera tan  dan  dengan  tegas  menolak  

dal i l  Para  Penggugat  pada  angka  13  dalam  Duduk  

Perkara ,  yang  menyatakan  ”seharusnya  Tergugat  

sebe lum  menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te r l eb i h  dahu lu  mendengar  dan  mel iha t  data - data  

yur i d i s  yang  dimi l i k i  o leh  Para  Penggugat ,  akan  

te tap i  Tergugat  hanya  mel iha t  data - data  yur i d i s  yang  

sudah  t i dak  ber l aku  lag i ,  seh ingga  ak iba t  

d i te rb i t k an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  oleh  

Tergugat  tanpa  mendengar  dan  mel iha t  data - data  

yur i d i s  yang  ada  t i dak  sesua i  dan  melanggar  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ya i t u  asas- asas  

Audi  et  Al te ram  Par tem” .  Adapun  alasan- alasan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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kebera tan  Tergugat  ada lah  :

a. Bahwa da l i l  yang  d ikemukakan  oleh  Para  Penggugat  

te rsebu t  ada lah  dal i l  peng ingkaran  dan  t i dak  

sesua i  dengan  fak ta  yang  sebenarnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa  sebe lum  menerb i t kan  Keputusan  a  quo,  

Tergugat  te l ah  memper t imbangkan  se lu ruh  data  -  

data  yur i d i s  yang  ada  dan  te l ah  mendengar  semua 

pihak  yang  berkepen t i ngan  (v ide  Bukt i  T- 5A,  T- 5B,  

T- 5C,  T- 5D,  Bukt i  T- 9,  Bukt i  T- 10 dan Bukt i  T- 11)  

;  - - -

c. Bahwa se la i n  i t u ,  penerb i t an  Keputusan  a quo  juga  

didasarkan  pada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  (v ide  Bukt i  T- 6,  T- 7  dan  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

d. Bahwa  dengan  demik ian  Keputusan  a  quo  yang  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ada lah  te l ah  sesua i  

dengan  Asas  -  Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

8. Bahwa  Tergugat  kebera tan  dan  dengan  tegas  menolak  

dal i l  Para  Penggugat  pada  angka  14  dalam  Duduk  

Perkara ,  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

Keputusan  a quo yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  te l ah  

melanggar  Asas  -  Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  

Hal .  37 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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ya i t u  Asas  Kecermatan .  Adapun  alasan  -  a lasan  

Tergugat  adalah  :

a. Bahwa  Terguga t  te l ah  memper t imbangkan  Keputusan  

Kepala  Badan  Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  135/2005  

tangga l  31  Agustus  2005  dan  Keputusan  Kepala  

Badan  Penge lo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  113/2006  tangga l  4 

Mei  2006 ;  - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa  but i r  KEENAM  Keputusan  Kepala  Badan 

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  :  113/2006  tangga l  4  Mei  

2006  sama  seka l i  t i dak  mengandung  penger t i an  

memperbaharu i /merubah  keten tuan  but i r  KEENAM 

Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  Perpark i r an  

Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  

135/2005  tangga l  31  Agustus  2005,   akan   te tap i  

hanya   menegaskan   keten tuan   mengenai  jangka  

waktu   i z i n   penye lenggaraan   perpark i r an   ya i t u  

se lama   2  (dua)  tahun  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa  Penerb i t an  Keputusan  a  quo  oleh  Tergugat  

te lah  sesua i  dengan  asas  kecermatan ,  o leh  karena  

Tergugat  juga  memperhat i kan  Kepent i ngan  hukum 

pihak  la i n  yang  te rsangku t  d ida lam  Keputusan  a 

quo  te rsebu t  ya i t u  kepent i ngan  hukum Perh impunan  

Disclaimer
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Penghun i  Rumah  Susun  (PPRS)  Apar tement  

Medi te ran ia  Palace  Residences  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  Tergugat  dengan  tegas  menolak  da l i l  Para  

Penggugat  pada  angka  15  dalam  Duduk  Perkara ,  yang  

menyatakan  ”Dasar  gugatan  Para  Penggugat  te rhadap  

Keputusan  a quo  te lah  sesua i  dengan  Pasa l  53 ayat  2  

but i r  b  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara” .   Adapun 

alasan- alasan   Terguga t  ada lah  :

a.  Bahwa  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  sesua i  

dan  ber ten tangan  dengan  Pasa l  53  ayat  2  but i r  b 

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  junc to  Undang- Undang 

Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  - - - - - -

b. Bahwa  Terguga t  da lam  menerb i t k an /menge lua rkan  

Keputusan  a  quo  te l ah  menggunakan  kewenangannya  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dengan  memper t imbangkan  kepent i ngan  hukum 

pihak - pihak  yang  te rka i t  d ida lamnya  sesua i  dengan  

keten tuan  Undang- Undang,  te rmasuk  kepent i ngan  

hukum  Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  ( PPRS)  

Apar temen  Medi te ran i a  Palace  Residences  yang  

te rsangku t  d i  da lamnya  ;  - - - - - -

Hal .  39 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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10. Bahwa  Tergugat  kebera tan  dan  dengan  tegas  menolak  

dal i l  Para  Penggugat  pada  angka  16  dalam  Duduk  

Perkara ,  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

Keputusan  a  quo  yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  

ada lah  t i dak  berdasarkan  hukum dan  cacat  hukum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  a quo yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  

ada lah  sah  dan  berdasarkan  hukum dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  sebaga imana  yang  

te lah  diu ra i kan  dia tas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  Tergugat  kebera tan  dan  dengan  tegas  menolak  

dal i l  Para  Penggugat  pada  angka  17  dalam  Duduk  

Perkara ,  yang  menyatakan  ”Bahwa  seanda inya  apab i l a  

Keputusan  Kepala  Badan  Pengelo la  Perpark i r an  

Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  

135/2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  

Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan Ja lan  Dengan Memungut  

Biaya  Park i r ,  yang  di t e t apkan  pada  tangga l  31  

Agustus  2005 dianggap  masih  ber laku  (quod  non,  . . . . ”  

;  - - - -

Bahwa berdasarkan  asas  hukum acara  yang  menyatakan  

”s i apa  yang  mendal i l k an  sesuatu  waj ib  untuk  

membukt i kannya” ,  maka  t i dak  dibenarkan  ( t i dak  

dipe rbo lehkan)  Para  pihak  yang  berperka ra  

menggunakan  dal i l - da l i l  asumsi  yang  bers i f a t  

penganda ian .  Dengan demik ian   da l i l   Para   Penggugat  

pada   angka   17   te r sebu t   harus  diaba i kan  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  Tergugat  kebera tan  dan  dengan  tegas  menolak  

dal i l  Para  Penggugat  pada  angka  17  dalam  Duduk  

Perkara ,  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa seo lah -

olah  ada  kesepaka tan  mengenai  penge lo l aan  

penye lengaraan  perpark i r an  anta ra  Para  Penggugat  

dengan  Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  ( PPRS)  

Apar tement  Medi te ran ia  Palace  Residences .   Adapun  

alasan- alasan   Terguga t  ada lah  :

a. Bahwa sama seka l i  t i dak  ada  kesepakatan  mengenai  

penge lo l aan  penye lenggaraan  perpark i r an  anta ra  

Para  Penggugat  dengan  Perh impunan  Penghun i  Rumah 

Susun  (PPRS)  Apar tement  Medi te ran i a  Palace  

Residences  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa data - data  angka  yang  d ikemukakan  oleh  Para  

Penggugat  sebaga imana  dimaksud  dalam  Minutes  of  

Meet ing  Rapat  In te rna l  PPRS MPR dengan  PT.  KAS 

tangga l  5  Maret  2008  ada lah  kesepaka tan  mengena i  

penye lesa ian  kewaj i ban  pembayaran  PPRS te rhadap  

Penggugat  I  (PT.  Karun ia  Abadi  Sejah te ra )  (Bukt i  

T- 12A,  T- 12B)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

c. Bahwa  mengenai  pembayaran  yang  d ida l i l k an  oleh  

Para  Penggugat  (Bukt i  T- 13)  t i dak  ada  hubungannya  

Hal .  41 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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dengan  Keputusan  a  quo  dan  t i dak  dapat  

d is impu l kan  bahwa  pembayaran  te rsebu t  merupakan  

bentuk  kesepaka tan  penge lo laan  penye lenggaraan  

perpak i r an  anta ra  Para  Penggugat  dengan  

Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  (PPRS)  

Apar tement  Medi te ran i a  Palace  Residences ,  apa lag i  

j i ka  d ihubungkan  dengan  sura t  Nomor  :  07/PPRS 

MPR/EXT/V/2008  tangga l  8  mei  2008  yang  

disampaikan  o leh   Perh impunan  Penghun i  Rumah 

Susun  ( PPRS)  Apar temen  Medi te ran i a  Palace  

Residences  kepada  Tergugat   (v ide  Bukt i  T- 11)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa  oleh  karena  se lu ruh  dal i - da l i l  yang  

dikemukakan  o leh  Para  Penggugat  pada  angka  17 

dalam Duduk  Perkara  adalah  merupakan  peng ingkaran  

dar i  fak ta  hukum  yang  sebenarnya ,  maka  sangat  

wajar  dan  bera lasan  untuk  diaba i kan  oleh  Maje l i s  

Hakim ;  - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  oleh  karena  se lu ruh  a lasan- a lasan  dan  

per i s t i wa - per i s t i wa  yang  dida l i l k a n  oleh  Para  

Penggugat  ada lah  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  hukum 

yang  sebenarnya ,  maka  sangat  wajar  dan  bera lasan  

apab i l a  Maje l i s  Hakim menolak  gugatan  Para  Penggugat  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  

d i te r ima  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa   Tergugat   sangat   kebera tan   dengan  

Disclaimer
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permohonan   penundaan  yang   d ia j ukan   o leh   Para  

Penggugat   dan  yang   te l ah   d ikabu l kan  oleh  Maje l i s  

Hakim  dalam  perkara  in i  mela lu i  Penetapan  Nomor  :  

97/G/2008 /PTUN- JKT. ,  tangga l  27 Agustus  2008,  dengan  

alasan  sebaga i  ber i ku t  :

a. Bahwa  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  pada  halaman  3 

yang  berbuny i ,  ”Menimbang  bahwa  te rhadap  

permohonan  penundaan  Penggugat  te r sebu t ,  p ihak  

Tergugat  menyatakan  bahwa  t i dak  dapat  mengambi l  

s ikap  menyangkut  kebera tan  atau  t i dak  kebera tan  

apab i l a  permohonan  Penggugat  a  quo  dikabu l kan  

Pengad i l an ,  karena  masih  akan  mempela ja r i  berkas  

gugatan  Penggugat ”  ;  - - - - - -

Bahwa pada  s idang  Pers iapan  tangga l  31  Ju l i  2008  

Tergugat  secara  Tegas  kebera tan  atas  permohonan  

penundaan  pelaksanaan  Keputusan  a  quo  yang  

dia j ukan  Para  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa  Penetapan  penundaan  Keputusan  a  quo  yang  

dia j ukan  Para  Penggugat  t i dak  berdasarkan  hukum 

oleh  karena  Maje l i s  Hakim  hanya  memper t imbangkan  

dal i l / k e t e r angan  dan  bukt i  yang  d ikemukakan  Para  

Penggugat  secara  sep ihak  tanpa  memperhat i kan  

bahkan  mengabaikan  bukt i - bukt i  awal  yang  dia jukan  

Tergugat  dan  kepent i ngan  hukum pihak  la i n  yang  

te rsangku t  d ida lamnya  ;  - - - - - - - -

c. Bahwa  menuru t  keten tuan  hukum  acara  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  di j e l a skan  oleh  

Hal .  43 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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Ind rohar t o ,  SH. ,  da lam  bukunya  ber judu l  Usaha  

Memahami  Undang- Undang  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Buku  I I  beracara  Di  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Cetakan  IX ,  

2005,  ha laman  210,  yang  berbuny i  :  ”Apab i l a  

dia j ukan  bersama- sama  dalam  sura t  gugat ,  maka  

yang  akan  memutuskan  ten tang  permohonan  i t u  

ada lah  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  dalam  

suatu  penetapan  yang  d iambi l nya  da lam  rapa t  

permusyawara tan ”  (Bukt i  T- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Yang  kemudian  dipe r t egas  oleh  R.  Wiyono,  SH. ,  da lam 

bukunya  ber judu l  Hukum  Acara  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  Sinar  Graf i ka ,  Cetakan  I ,  2007,  ha laman  197,  

yang  berbuny i  :  ”J i ka  permohonan  penundaan  pe laksanaan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  i t u  dia j ukan  di  da lam atau  

bersama  -  sama  dengan  sura t  gugat ,  yang  mengabu lkan  

atau  yang  menolak  dikabu l kannya  permohonan  te rsebu t  

ada lah  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t uangkan  dalam  bentuk  penetapan”  (Bukt i  T- 15)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas  sangat  wajar  

dan  bera lasan  apab i l a  Maje l i s  Hakim  dalam perkara  in i  

agar  membata lkan  atau  mencabut  Penetapan  Nomor  :  

97/G/2008 /PTUN- JKT. ,  tangga l  27 Agustus  2008 ;  - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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d. Bahwa kenyataan  dan fak ta  hukum sebenarnya  adalah  :

- Bahwa  permohonan  penundaan/penangguhan  pelaksanaan  

Keputusan  a  quo  yang  dimohonkan  oleh  Penggugat  I I  

ada lah  t i dak  mempunyai  landasan  yur i d i s  dan  t i dak  

log i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Keputusan  a quo yang  d i t e rb i t k an  oleh  Tergugat  

ada lah  TELAH  SESUAI  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  dan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang ber laku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  para  Penggugat  t i dak  mempunyai  a las  hak  

sebaga i  landasan  yur i d i s  untuk  memanfaatkan  

menyelenggarakan  perpark i r an  atas  lahan  park i r  yang  

merupakan  hak  atas  bagian  bersama,  benda  bersama,  

dan  hak  atas  tanah  bersama  Perh impunan  Penghun i  

Rumah  Susun  ( PPRS)  Apar temen  Medi te ran ia  Palace  

Residences  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  TIDAK  ADA keadaan  yang  mendesak  yang  dapat  

d i j ad i kan  alasan  untuk  penundaan  pelaksanaan  

keputusan  a  quo  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa  dengan  demik ian  sangat  wajar  dan  bera lasan  

apab i l a  Maje l i s  Hakim  menolak  permohonan  penundaan  

yang  dia j ukan  oleh  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  45 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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Berdasarkan  ha l - ha l  yang  diu ra i kan  d ia tas ,  Tergugat  

mohon agar  Maje l i s  Hakim berkenan  untuk  memutuskan  :  

I . DALAM EKSEPSI  :

- Mengabulkan  Ekseps i  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  gugatan  Para  Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM PENUNDAAN :

- Membata lkan  atau  mencabut  Penetapan  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  

97/G/2008 /PTUN- JKT. ,  tangga l  27  Agustus  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  permohonan  penundaan  pelaksanaan  keputusan  a 

quo  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10  Jun i  2008  ten tang  

Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Perpark i r an  Di lua r  Badan Ja lan  ;  - - - - - -

I I I . DALAM POKOK PERKARA :

a. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak  -  t i daknya  menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ( Nie t  Onvanke l i j k  verk l aa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Menghukum  Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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Bahwa pada  har i  pers i dangan  yang  te lah  di te t apkan  para  

pihak  te l ah  datang  menghadap,  untuk  PARA PENGGUGAT datang  

menghadap  kuasanya  bernama  IBNU AKHYAT,  SH dan  ABDUL GOFUR, 

SH. ,  berdasarkan   Sura t   Kuasa   Khusus   te r t angga l  18  Jun i  

2008,  sedangkan  untuk  p ihak  TERGUGAT te l ah  datang  menghadap  

kuasanya  bernama ROSMAIDA SIAHAAN, SH. ,  SYAEFUDIN ZUHRI,  SH. ,  

dan DULLES ABIDIN MANIK,  ST. ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa Khusus ,  

te r t angga l  29  Ju l i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  Jawaban Tergugat  te rsebu t ,  Para  Penggugat  

te lah  mengajukan  Repl ik  dengan  sura tnya  te r t angga l  22 

September  2008 ,  dan atas  Repl i k  Para  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Dupl ik  te r t angga l  14 Oktober  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatannya  Para  

Penggugat  d ipe rs i dangan   te l ah   mengajukan   ala t   bukt i  

berupa   fo to   copy   sura t - sura t  yang  diber i  tanda  P- 1 sampai  

dengan  P- 10,  te l ah  dimete ra i kan  dengan  cukup  dan  te l ah  

dicocokkan  dengan  bukt i  as l i nya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

sebaga i  a la t  bukt i  yang sah sebaga i  ber i ku t  :  

1. Bukt i  P -  1 : Sura t  Nomor  :  135/2005  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  dengan  Memungut  Biaya  

Park i r  te r t angga l  31  Agustus  2005.  (Fo to  Copy 

sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

Hal .  47 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P -  2 :  Sura t  Nomor  :  113/2006  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  

Park i r  te r t angga l  4  Mei  2006.  (Fo to  Copy 

sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P -  3 : Sura t  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  per iha l  

Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan Ja lan  

te r t angga l  10  Jun i  2008.  (Foto  Copy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P -  4 :  Per jan j i a n  Ker jasama  Pengelo laan  

Perpark i r an  anta ra  PT.  Karun ia   Abadi  

Sejah te ra  (Penggugat  I )  dengan   PT.  Cip ta  

Pr ima  Park i r i n do  (Penggugat  I I ) .  (Fo to  Copy  

sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P -  5 : Sura t  Nomor  :  11  CP-PT/ I I I / 2 008  per i ha l  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Perpark i r an  

Di lua r  Badan  Ja lan .  (Foto  Copy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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6. Bukt i  P -  6.  a :  Kwi tans i /Buk t i  Trans fe r  dar i  Pihak  

Penggugat  kepada  Perh impunan  Penghun i  Rumah 

Susun  (PPRS)  berupa  kont r i b us i  uang  Park i r  

se jumlah  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  pu luh  ju ta  

rup iah )  .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  6.  b :  Kwi tans i /Buk t i  Trans fe r  dar i  Pihak  

Penggugat  kepada  PPRS berupa  kont r i bus i  uang  

Park i r  se jumlah  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  puluh  

ju t a  rup iah ) .  (Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - -

Bukt i  P -  6.  c  :  Kwi tans i /Buk t i  Trans fe r  dar i  Pihak  

Penggugat  kepada  PPRS berupa  kont r i bus i  uang  

Park i r  se jumlah  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  puluh  

ju t a  rup iah ) .  (Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - -

Bukt i  P -  6.  d : Kwi tans i /Buk t i  Trans fe r  dar i  Pihak  

Penggugat  kepada  PPRS berupa  kont r i bus i  uang  

Park i r  se jumlah  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  puluh  

ju t a  rup iah ) .  (Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - -

7. Bukt i  P -  7 : Sura t  Nomor  :  09/PPRS- MPR/In t /V /2008  

tangga l  26 Mei  2008  dar i  Bapak  Edhi  Djoko  S. ,  

se laku  Sekre ta r i s  PPRS dan  Bapak  Ikhsan ,  SH. ,  

se laku  Pengawas  PPRS  kepada  Bapak  Suwarno  

per iha l  Per tanggung  Jawaban  Dana  sebesar  Rp.  

100.000 .000 , -  (se ra tus  ju ta  rup iah ) .  (Fo to  

Hal .  49 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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Copy sesua i  dengan fo tocopy )  ;  - - -

8. Bukt i  P -  8 : Sura t  Nomor  :  011/PPRS- MPR/EXT/VI /2008  

tangga l  2  Jun i  2008,  per i ha l  Kebera tan  Atas  

Sura t  Tugas  Nomor  :  08/PPRS- MPR/EXT/V/2008  

dar i  Bapak  Edhi  Djoko  S. ,  se laku  Sekre ta r i s  

PPRS kepada  Dinas  Perhubungan  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P -  9 : Akta   Anggaran   Dasar   Perh impunan  

Penghun i   Rumah Susun   te r t angga l   05  Januar i  

2007.  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P -  10 : Akta  Anggaran  Rumah  Tangga  

Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun te r t angga l  05  

Januar i  2007.  (Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  sangka lannya  Tergugat  

dipers i dangan  te lah  mengajukan  ala t  bukt i  berupa  fo to  copy  

sura t - sura t  yang  dibe r i  tanda   T- 1  sampai   dengan   T- 15,  

te lah   d imete ra i kan   dengan   cukup,  dan  te l ah  d icocokkan  

dengan  bukt i  as l i nya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  

bukt i  yang  sah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Bukt i  T- 1  :  Sura t  Kepala  Uni t  Pengelo la  

Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  Prop ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  

tangga l  10  Jun i  2008,  per iha l  Penolakan  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  

Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan .  (Fo to  Copy 

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   Bukt i  T- 2  : Sura t  Keputusan  Kepala  Badan 

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  :  135/2005  tangga l  31  

Agustus  2005  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  

Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan Ja lan  

Dengan  Memungut  Biaya  Park i r .  (Foto  Copy 

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.   Bukt i  T- 3  : Sura t  Keputusan  Gubernur  

Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  

810/2007  tangga l  8  Jun i  2007  ten tang  

Pengesahan  Akta  Pembentukan  Perh impunan  

Penghun i  Rumah  Susun  Hunian  dan  Non  Hunian  

Apar temen  Medi te ran ia  Palace  Residences  

Kemayoran  Kotamadya  Jakar t a  Pusat .  (Fo to  Copy  

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  51 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.   Bukt i  T- 4  : Sura t  Keputusan  Kepala  Badan 

Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  113/2006  tangga l  4 Mei  

2006  ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  

Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  

Memungut  Biaya  Park i r .  (Fo to  Copy  sesua i  

dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.   Bukt i  T- 5.  a  : Gambar  Per te l aan  Rumah  Susun 

Medi te ran ia  Palace  Residences ,  Denah  Semi  

Basement .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 5.  b  : Gambar  Per te l aan  Rumah  Susun 

Medi te ran i a  Palace  Residences ,  Denah  Lanta i  

Ground  ( I ) .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bukt i  T- 5.  c  : Gambar  Per te l aan  Rumah  Susun 

Medi te ran i a  Palace  Residences ,  Denah  Lanta i  

P1A ( I ) .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 5.  d  : Gambar  Per te l aan  Rumah  Susun 

Medi te ran ia  Palace  Residences ,   Denah  Lanta i  

P ( I I ) .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.   Bukt i  T- 6  : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  16  Tahun  1985  ten tang  Rumah 

Susun.  (Fo to  Copy sesua i  dengan fo tocopy )  ;  -

7.   Bukt i  T- 7  : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  4  Tahun  1988  ten tang  Rumah 

Susun.  (Foto  Copy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

8.   Bukt i  T- 8  : Sura t   Keputusan   Gubernur  

Prop ins i   Daerah   Khusus   Ibuko ta   Jakar ta  

Nomor  :  92   Tahun   2004  tangga l  12  Agustus  

2004  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  Di  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta   Jakar t a .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

9.   Bukt i  T- 9  : Sura t  Undangan  Kepala  Uni t  

Pengelo la  Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  

Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  :  

294/ - 1.811 .4  tangga l  19  Mei  2008.  (Fo to  Copy 

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  53 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T- 10  : Laporan  Hasi l  Rapat  dar i  Kas ie  

Pengembangan Sis tem Nomor  :  52/ - 073.62  tangga l  

21  Mei  2008  kepada  Kepala  Uni t  Pengelo la  

Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  Prop ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta .  (Foto  Copy  sesua i  

dengan fo tocopy )  ;  - - - - - - - - -

11. Bukt i  T- 11  : Sura t  Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  

Apar temen  Medi te ran ia  Palace  Residences  

Nomor  :  07/PPRS MPR/Ext /V /2008  tangga l  8  Mei  

2008  Per iha l  Pencabutan  Iz i n  Park i r  Di  Area l  

Rumah  Susun  Medi te ran ia  Palace  Residences  

Kemayoran  Ja lan  Landas  Pacu  Utara   Sela tan  

Komplek   Apar temen   Kemayoran   Blok   A1 

Nomor  :  2  Kelurahan  Kebon  Kosong,  Kecamatan  

Kemayoran  Jakar t a  Pusat .  (Foto  Copy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.   Bukt i  T- 12.a  : Sura t  PT.  Karun ia  Abadi  Sejah te ra  Nomor  :  

014/SRT- KAS/HL/V I / 2008  tangga l  2  Jun i  2008  

per iha l  Pembahasan  Penye lenggaraan  Perpark i r an  

Di  Apar temen  Medi te ran i a  Palace   Residences  

Kemayoran  .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  Bukt i  T- 12.b  : Minutes  Of f  Meet ing  Rapat  In te rna l  PPRS 

MPR dengan  PT.  Karun ia  Abadi  Sejah te ra  tangga l  

5  Maret  2008.  (Foto  Copy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  T- 13  : Bukt i  Setoran  dar i  PT.  Karun ia  Abadi  

Sejah te ra  (Penggugat  I )  kepada  Perh impunan  

Penghun i  Rumah  Susun  Apar temen  Medi te ran i a  

Palace  Residences .  (Fo to  Copy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T- 14  : Buku Usaha Memahami  Undang- Undang ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Buku  I I  o leh  

Ind rohar t o ,  SH,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Cetakan  

Kesembi lan ,  2005,  ha laman  210.  (Fo to  Copy 

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  T- 15 : Buku  Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  o leh  R.  Wiyono,  SH,  Sinar  Graf i ka ,  

Cetakan  I ,  2007,  ha laman  197.  (Foto  Copy 

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa para  pihak  yang  berperka ra  menyatakan  t i dak  akan  

mengajukan  saks i  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  55 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - -

Bahwa  Pihak  Para  Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  te l ah  

mengajukan  Kesimpulan  dengan  sura tnya  masing- masing  tangga l  

11 November 2008 ;  - - - - -

Bahwa sega la  sesu atu  yang  te r j ad i  d ipe rs i dangan  menunjuk  

kepada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  da lam  perkara  yang  

bersangku tan  dan merupakan  bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  dengan  

putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa pada  akh i rnya  para  pihak  t i dak  mengajukan  apa- apa  

lag i  da lam  perkara  in i ,  dan  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam  gugatannya  te l ah  

memohon  pembata lan  atau  dinya takan  t i dak  sah  keputusan  

Tergugat  ya i t u  Keputusan  Kepala  Uni t  Pengelo la  Perpark i r an  

Dinas  Perhubungan  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  :  376/ - 1.811 .4 ,  te r t angga l  10  Jun i  2008,  per iha l  :  

Penolakan  Permohonan   Perpan jangan   Iz i n   Penye lenggaraan  

Perpark i r an   Di lua r   Badan  Ja lan  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  a quo,  

Tergugat  te lah  mengajukan  ekseps i  te rhadap  gugatan  Para  

Penggugat  yang  te r t uang  dalam  Jawabannya  te r t angga l  8 

September  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  ekseps i  yang  dia jukan  pihak  

Tergugat  bukan lah  ekseps i  yang  harus  dipu tus  sebe lum 

pemer iksaan  perkara ,  o leh  karena  i t u  ekseps i  akan  

dipe r t imbangkan  dalam  putusan  in i  sebe lum  mempert imbangkan  

pokok  perkara ,  dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :  

 Menimbang,  bahwa ekseps i  yang  dia j ukan  pihak  Tergugat  

pada pokoknya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

A. Para  Penggugat  Tidak  Mempunyai  Kapasi tas  Yurid is  ( lega l  

standing )  Untuk  Bert indak  Sebagai  Para  Penggugat  ( non 

legi t ima  persona standi  in  judic io ) .

-   Bahwa Sura t  Keputusan  Nomor  :  376/ - 1.811 .4 ,  te r t angga l  

10  Jun i  2008,  per iha l  :  Penolakan  Permohonan  

Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  

Badan  Ja lan  ada lah  merupakan  t i ndakan  hukum  yang  

Hal .  57 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan,  sebaga i  respon  

untuk  menjawab  sura t  Penggugat  I I ,   Nomor  :  11  CP-

PT/ I I I / 2 008 ,  te r t angga l  5 Maret  2008,  per iha l  Permohonan  

Perpan jangan  Iz i n  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan ,  yang  

bukan  dia jukan  bersama- sama  dengan  Penggugat  I ,  yang  

merupakan  2 (dua)  pr ibad i  ( Rechtspersoon )  yang  mempunyai  

kepent i ngan  berbeda ,  o leh  karena  dalam perkara  in i  ( in  

cassu )  yang  dia j ukan  te rhadap  Tergugat   secara  bersama-

sama  sebaga i  Para  Penggugat  ( Komulas i  Subyek t i f )  yang  

mempunya i  kepent i ngan  hukum berbeda,  maka  oleh  karena  

yang  te rkena  secara  langsung  ada lah  hanya  Penggugat  I I ,  

maka  Penggugat  I  t i dak  mempunya i  kua l i t a s  sebaga i  

Penggugat  seh ingga  ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum 

acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  gugatan  harus  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  Onvanke l i j k  

Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Gugatan Para  Penggugat  Tidak  Bersandarkan  Hukum.

- Bahwa  se lu ruh  per i s t i wa  hukum  sebaga i  dasar  hukum 

tun tu tan  yang  dida l i l k a n  oleh  Para  Penggugat  ada lah  sama 

seka l i  t i dak  membenarkan  tun tu tan  ( pet i t um ) ,  dan  oleh  

karena  Keputusan  yang  d i t e r b i t k an  oleh  Tergugat  ada lah  

sah  dan  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  juga  

berpedoman pada  but i r  keenam Keputusan  Tergugat  Nomor  :  

135/2005  tangga l  31  Agustus  2005  ten tang  Iz i n  

Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum Di lua r  Badan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r ,  yang  berbuny i  

’ ’Kepu tusan  in i  ber laku  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  

te rh i t u ng  se jak  tangga l  d i te t apkan  atau  sampai  dengan  

te rben tuknya  Perh impunan  Penghun i  secara  sah  dan  sudah  

menunjuk  Pengelo la  Sarusun  Medi te ran ia  Palace  Residences  

Kemayoran “  dan saat  in i  Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun  

(PPRS)  te l ah  diben tuk  dan  disahkan  sesua i  Sura t  

Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  

810/2007  tangga l  8  Jun i  2007,  dan  oleh  karena  jangka  

waktu  2 (dua)  tahun  te l ah  te r l ampau i ,  maka t i dak  alasan  

untuk  memperpan jang  Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  

Park i r  untuk  Umum Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  

Biaya  yang  dimohonkan  oleh  Penggugat  I I ,  o leh  karena  

gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bersandarkan  hukum  maka 

harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ( Nie t  Onvanke l i j k e  

Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Gugatan  Para  Penggugat  Tidak  Beralasan  ( t idak  berdasarkan  

hukum) .

- Bahwa  lahan  park i r  yang  d imohonkan  o leh  Penggugat  I I  

ada lah  lahan  yang  merupakan  hak  atas  bag ian  bersama 

Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  (PPRS)  Apar temen  

Medi te ran ia  Palace  Residences  Kemayoran  sesua i  gambar  

per te l aan ,  denah  lan ta i  Ground,  denah  lan ta i  P 1  A(1) ,  

denah  lan ta i  P  ( I I )  yang  dibua t  Penggugat  I  dan  

dike tahu i  Kepala  Bidang  P & PT Kanwi l  BPN DKI  Jakar ta ,  

Hal .  59 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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dan  sesua i  dengan  pasa l  8  ayat  (1 ) ,  ayat  (2 )  dan  ayat  

(3 )  Undang- Undang  Nomor  :  16  Tahun  1985  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pengurusan  kepent i ngan  bersama para  penghun i  yang  

menyangkut  hak  atas  bag ian  bersama,  benda  bersama,  dan  

hak  atas  tanah  bersama sesua i  Pasa l  19  ayat  (3 )  ada lah  

tanggung  jawab  dan  kewaj i ban  Perh impunan  Penghun i  Rumah 

Susun  (PPRS),  seh ingga  dengan  berpedoman pada  keten tuan  

Pasa l  8 ayat  (1 ) ,  ayat  (2 ) ,  ayat  (3 )  dan  Pasal  19  ayat  

(3 )  Undang- Undang  Nomor  :  16 Tahun  1985,  ser ta  Pasal  56 

dan  Pasa l  62 Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  4 Tahun  1988,  

maka  peno lakan  te rhadap  permohonan  perpan jangan  iz i n  

penye lenggaraan  perpark i r an  d i l ua r  badan  ja l an  dengan  

memungut  biaya  ada lah  sah  dan  sesua i  dengan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  yang  ber laku ,  seh ingga  oleh  karena  

gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bera lasan  ( t i dak  

berdasarkan  hukum dan  Undang- Undang)  maka harus  d i t o l a k  

atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

( Nie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. Gugatan Para  Penggugat  Tidak  Jelas /Kabur  ( Obscuur  Libel ) .

- Bahwa dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  oleh  Para  Penggugat  

ada lah  sangat  ke l i r u  dan  membingungkan,  Para  Penggugat  

se la l u  menggunakan  is t i l a h      a  quo  pada  set i ap  

perbua tan  hukum,  is t i l a h  te rsebu t  menimbulkan  kesan  

bahwa  semua  bentuk  sura t  dan/a tau  kete tapan  dan/a tau  

keputusan  dan/a tau  per jan j i a n  ker j a  sama  berada  pada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sta tus  sengketa ,  bahwa  menuru t  hukum acara  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  obyek  sengketa  ada lah  keten tuan  

te r t u l i s  sebaga imana  pasa l  1  but i r  3  dan  Pasa l  53  ayat  

(1 )  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun 1986,  bahwa se la i n  i t u  

gugatan  Para  Penggugat  mencampuradukan  aspek  hukum 

perda ta  dan  aspek  hukum  acara  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara .  Oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  kabur  dan  

t i dak  je l as ,  maka  sangat  wajar  dan  berdasarkan  hukum 

untuk  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  Onvanke l i j k  

Verk laa rd )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  Tergugat  te r sebu t ,  Para  

Penggugat  da lam   rep l i k nya   tangga l   22   September  te l ah  

melakukan   sanggahan   yang   pada 

pokoknya  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

1.  - Bahwa ekseps i  yang  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  

mempunyai  kapas i t as  yur i d i s  ( lega l  stand ing )  untuk  

ber t i ndak  sebaga i  Para  Penggugat  ( non  leg i t ima  person  

stand ing  in  jud i c i o )  dan  ekseps i  yang  menyatakan  gugatan  

Para  Penggugat  t i dak  berdasarkan  hukum  ser ta  t i dak  

bera lasan  hukum ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  

berdasarkan  hukum,  karena  mater i  gugatan  Para  Penggugat  

in t i n ya  te lah  je l as  diu ra i kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - Bahwa  diawa l i  ker j asama  anta ra  Penggugat  I  dengan  

Penggugat  I I ,  d imana  Penggugat  I  ada lah  se laku  p ihak  yang  

mempunya i  kapas i t as  untuk  melakukan  per i ka tan  a  quo,  

Hal .  61 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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karena  Penggugat  I  dengan  Para  Penghun i  Apar temen  

Medi te ran ia  te lah  ada  kesepakatan  mengenai  pembayaran  

park i r  sebaga imana  te r t uang  da lam  Per jan j i a n  Pengika tan  

jua l  be l i  rumah susun  dan  juga  anta ra  Penggugat  I  dengan  

Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  (PPRS)  te l ah  ada  

kesepaka tan  mengena i  Pengelo laan  Perpark i r an  sebaga imana  

Notu len  rapa t  kesepakatan  ker j asama  te r t angga l  05  Maret  

2008,  bahwa  te rhadap  kesepaka tan  te rsebu t  te lah  ada  

pelaksanaan  kesepakatan  berupa  kont r i bus i  kepada  

Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  (PPRS)  dan  Pihak  

Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun  (PPRS)  t i dak  pernah  ada  

kompla in  ten tang  pembayaran  kont r i b us i  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - Bahwa  ak iba t  yang  di t imbu l kan  dengan  di t e rb i t k annya  

Keputusan  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10  Jun i  2008  

per iha l  Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  adalah  

t i dak  dapat  d i l aksanakan  per jan j i a n  ker jasama  anta ra  

Penggugat  I  dengan  Penggugat  I I  da lam hal  Penye lenggaraan  

Park i r  d i  Apar temen  Medi te ran ia  Palace  Residences  

kemayoran  ser ta  berak iba t  h i l angnya  pendapatan ,  h i l angnya  

kesempatan  untuk  mempero leh  pengembal i an  inves tas i ,  

h i l angnya  kepercayaan  ko lega / r ekan  bisn i s ,  h i l angnya  nama 

baik  dan  te rancamnya  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  

te rhadap  karyawan  Penggugat  I I ,  seh ingga  je l as  te rbuk t i  

Penggugat  I  sebaga i  p ihak  yang  d i  rug i kan  langsung ,  o leh  

karenanya  mempunya i  kepent i ngan  mengajukan  gugatan  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - -

 - Bahwa berdasarkan  Pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  :  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Para  

Penggugat  mempunyai  kapas i t a s  yur i d i s  untuk  ber t i ndak  

sebaga i  Para  Penggugat  dan  te rbuk t i  gugatan  Para  

Penggugat  bersandarkan  hukum  dan  bera lasan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  - Bahwa  Para  Penggugat  menolak  dengan  tegas  ekseps i  

yang  menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  je l as  dan  

kabur  (obscur  l i be l ) ,  gugatan  Para  Penggugat  te lah  je l as  

dan  t i dak  kabur ,  i s t i l a h  a  quo  yang  dipe rgunakan  dalam 

dal i l - da l i l  gugatan  sudah  cukup  je l as ,  karena  penyebutan  

is t i l a h  te rsebu t  te lah  didahu lu i  o leh  suatu  ura ian  yang  

je l as  dan lengkap  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - Bahwa  da l i l - da l i l  gugatan  yang  d ia j ukan  oleh  Para  

Penggugat  merupakan  krono log i s  da lam  suatu  gugatan ,  

seh ingga  gugatan  menjad i  je l as  dan  t i dak  kabur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ekseps i  yang  te r t uang  da lam 

jawaban  Terguga t  dan  sanggahan  rep l i k  Penggugat ,  Maje l i s  

Hakim  akan  memper t imbangkan  ekseps i  Terguga t  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim,  Para  

Penggugat  dika takan  memi l i k i  kapas i t a s  sebaga i  p ihak  dalam 

perkara  in i  apab i l a  memi l i k i  kepent i ngan  sebaga i  syara t  untuk  

Hal .  63 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
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mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ,  dan untuk  

mengetahu i  apakah  Penggugat  memi l i k i  kepent i ngan  ataukah  

t i dak  dalam  perkara  aquo,  maka sesua i  dengan  asas  hukum no  

in t e res t  no act i on  ( t i dak  ada kepent i ngan ,  t i dak  ada gugatan)  

dan  berdasarkan  pendapat  Ind roha r t o ,  SH.  da lam bukunya  yang  

ber judu l  ”  Usaha  Memahami  Undang- undang  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ”  Buku I I ,  te rb i t a n  Pustaka  Sinar  Harapan,  

Jakar ta  2003,  ha laman  37- 40  menyatakan  :  Penger t i an  

Kepent i ngan  i t u  da lam ka i t annya  dengan Hukum Acara  Tata  Usaha  

Negara  mengandung dua ar t i ,  ya i t u  :

1.  Menunjuk  kepada  ni l a i  yang  harus  di l i n dung i  o leh  

Hukum,  te rhadap  ni l a i  yang  harus  di l i n dung i  i t u  dapat  

d i l i h a t  dar i  beberapa  fak to r ,  ya i t u  :

a.   Kepent i ngan  dalam  ka i t annya  yang  berhak  menggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Kepent i ngan  da lam  hubungannya  dengan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2.  Kepent i ngan  proses ,  ar t i n ya  apa  yang  hendak  dicapa i  

dengan  melakukan  suatu  proses  gugatan  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  perkara  a  quo  adalah  

pihak  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  Keputusan  Nomor  :  376/ -

1.811 .4  tangga l  10  Jun i  2008  per iha l  Penolakan  Permohonan  

Disclaimer
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Perpan jangan   Iz i n   Penye lenggaraan   Perpark i r an   Di lua r  

Badan  Ja lan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  hemat  Maje l i s ,  p ihak  Penggugat  

I  berkepen t i ngan  sebaga i  p ihak  Penggugat  da lam perkara  a quo  

dengan  didasarkan  adanya  Per jan j i a n  Ker jasama  Penge lo l aan  

anta ra  Penggugat  I  se laku  Pengembang  Apar temen  Medi te ran i a  

Palace  Residences  Kemayoran  yang  di l aksanakan  pada :

1. Bahwa  pada  tangga l  25  Ju l i  2005,  Penggugat  I  se laku  

Pengembang  Apar temen  Medi te ran i a  Palace  Residences  

Kemayoran  melakukan  Ker jasama  dengan  Penggugat  I I  da lam 

hal  penge lo l aan  Park i r  d i  Apar temen  Medi te ran i a  Palace  

Residences  Kemayoran ,  yang  mana  Ker jasama  te rsebu t  

d i l akukan  berdasarkan  Per jan j i a n  sewa  menyewa  lahan  

Perpark i r an  di  Apar temen  Medi te ran i a  Palace  Residences  

Kemayoran  Nomor  :  005/MPR/VI I I / 2 005  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa  diawa l i  Ker jasama  anta ra  Penggugat  I  dengan  

Penggugat  I I ,  karena  p ihak  Penggugat  I  ada lah  se laku  p ihak  

yang  mempunya i  kapas i t as  untuk  melakukan  per i ka tan  a quo ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

3. Bahwa  Per jan j i a n  sewa  menyewa  lahan  perpark i r an  di  

Apar temen  Medi te ran ia  Palace  Residences  Kemayoran  Nomor  :  

005/MPR/VI I I / 2 005  masih  ber laku  sampai  saat  in i  dan  t i dak  

Hal .  65 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
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pernah  diba ta l kan  oleh  Para  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i - bukt i  te rsebu t  d ia tas  

Maje l i s  Hakim  menemukan  fak ta  hukum  bahwa  Para  Penggugat  

mengajukan  gugatan  perkara  a  quo  mempunyai  kapas i t as  

mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

sehubungan  dengan  obyek  sengketa  yang  d i t e rb i t k an  oleh  

Tergugat  da lam  perkara  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  

d ia tas ,  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  Para  Penggugat  te l ah  

memenuhi  unsur - unsur  Pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  :  

9  Tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

menyatakan  :  “Seseorang  atau  Badan Hukum Perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  

yang  berwenang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d isengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah,  dengan atau  tanpa  d ise r t a i  tun tu tan   gant i  rug i  dan/a tau  

rehab i l i t a s i  ;  - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di te rb i t k annya  Sura t  Keputusan  

yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam perkara  in i  te rbuk t i  Para  

Penggugat  merasa  kepent i ngannya  d i rug i kan  seh ingga  Para  

Penggugat  je l as  mempunyai  hubungan  hukum,  kapas i t as  dan  

kepent i ngan    sebaga i    p ihak    yang    berd i r i    send i r i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dalam   perka ra   a quo  dan  memenuhi  keten tuan  Pasal  53  ayat  

(1 )  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i  Tergugat  yang  

menyatakan  mengenai    Para  Penggugat    t i dak    mempunyai  

kapas i t as  yur i d i s  ( lega l  s tand ing )  untuk  ber t i ndak  sebaga i  

Para  Penggugat  ( non  leg i t ima  person  stand ing  in  jud i c i o )  

da lam mengajukan  gugatan  t i dak  te rbuk t i ,  maka menuru t  Maje l i s  

Hakim  ekseps i  te rsebu t  harus lah  d i t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  Tergugat  yang  menyatakan  :

- Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bersandarkan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bera lasan  ( t i dak  

berdasarkan  hukum)  ;  - - - - - - - - - - -

- Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  je l as / kabu r  ( obscur  

l i be l )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  sengketa  Tata  Usaha 

Negara  menuru t  pasa l  1 angka  4 Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ada lah  

sengketa  yang  t imbu l  da lam b idang  Tata  Usaha Negara ,  ba ik  di  

Hal .  67 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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pusat  maupun  di  daerah  sebaga i  ak iba t  d ike lua rkannya  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rmasuk  sengketa  kepegawaian  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa adapun  yang  dimaksud  dengan  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  menuru t  keten tuan  Pasal  1  angka  3  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  o leh  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  

hukum Tata  Usaha Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  

f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  Badan  

Hukum  Perda ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  apab i l a  

dihubungkan  dengan  bukt i  P- 3  =  T- 1  berupa  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa ,  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  dasar -

dasar  a lasan  gugatan  Para  Penggugat  te l ah  memenuhi  

persyara tan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  

Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  karena  keputusan  te rsebu t  

d i t e t apkan  secara  te r t u l i s  o leh  Tergugat  da lam  kapas i t a snya  

se laku  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  melaksanakan  urusan  

pemer in tahan ,  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  berupa  

penetapan  te r t u l i s  ten tang  peno lakan  permohonan  perpan jangan  

iz i n  penye lenggaraan  perpark i r an  di l ua r  badan  ja l an ,  maka 

Disclaimer
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memenuhi  syara t  konkr i t  dan  memenuhi  pula  syara t  ind i v i dua l  

karena  keputusan  te rsebu t  d i tu j ukan  kepada  Penggugat  ser ta  

sudah  bers i f a t  f i na l  karena  keputusan  te rsebu t  sudah  dapat  

ber laku  tanpa  memer lukan  perse tu j uan  dar i  ins tans i  atasan  

maupun  ins tans i  la i n ,  ser ta  sudah  menimbulkan  ak iba t  hukum 

yang  def i n i t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  hemat  Maje l i s ,  gugatan  Para  

Penggugat  te l ah  memenuhi  syara t  fo rma l  sebaga imana  d i t en tukan  

dalam  Pasa l  56  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  

perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  ten tang  iden t i t a s  para  

pihak ,  obyek  sengketa ,  pos i t a  dan  pet i t umnya  te l ah  je l as  

ser ta  mater i  gugatan  yang  dia j ukan  Para  Penggugat   te lah  

je l as ,  yakn i  menyangkut  d i t e rb i t k annya  Sura t  Keputusan  Kepala  

Uni t  Pengelo la  Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10  Jun i  2008  

ten tang  Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  yang  

dimohonkan  pembata lannya  karena  Sura t  Keputusan  te rsebu t  

d in i l a i  Para  Penggugat  melanggar  Pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  ber laku  dan  melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  (AAUPB)  yang  se lan ju tn ya  akan  dipe r t imbangkan  oleh  

Maje l i s  Hakim dalam pokok  sengketanya  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karenanya  te rhadap  ekseps i - ekseps i  

ten tang  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bersandarkan  hukum,  

Hal .  69 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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gugatan  Para  Penggugat  t i dak  bera lasan  ( t i dak  berdasarkan  

hukum) ,  dan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  je l as / kabu r  ( obscur  

l i be l ) ,  yang  dia jukan  oleh  Tergugat  t i dak  berdasarkan  hukum 

dan  t i dak  bera lasan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  ekseps i -

ekseps i  Terguga t  t i dak  cukup  berdasar  dan  t i dak  cukup  

bera lasan  hukum,  seh ingga  menuru t  hukum  ekseps i - ekseps i  

te rsebu t  harus  d inya takan  di  to l ak  untuk  se lu ruhnya  dan  

se lan ju t nya  Maje l i s  hak im  akan  mempert imbangkan  mengenai  

pokok  perkaranya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang,  bahwa  tun tu tan  pokok  Para  Penggugat  da lam 

gugatannya  ada lah  mohon d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah sura t  

Keputusan  Kepala  Uni t  Penge lo la  Perpark i r an  Dinas  Perhubungan  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  Nomor :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10  

Jun i  2008  ten tang  Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan   Perpark i r an   Di lua r   Badan  Ja lan   (P- 3 = T-

1)  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  gugatannya  Para  

Penggugat  te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  berupa  fo tocopy  sura t  

yang  diber i  tanda  bukt i  P- 1 sampai  dengan  P- 10,  sedangkan  

Tergugat  untuk  menguatkan  dal i l   sangka lannya   te lah  

mengajukan   ala t   bukt i   berupa    fo tocopy   sura t   yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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diber i   tanda   bukt i   T- 1 sampai  dengan  T- 15,  yang  

se lengkapnya  sebaga imana  te rmuat  dida lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers idangan  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  

putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa Tergugat  te lah  membantah  se lu ruh  dal i l -

da l i l  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  sebaga imana  diu ra i kan  

dalam  sura t  Jawabannya  te r t angga l  8  September  2008  maupun 

dalam  sura t  Dupl i knya  te r t angga l  14  Oktober  2008,  bantahan  

Tergugat  te r sebu t  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa t i dak  benar  

da l i l  gugatan  Para  Penggugat  yang  menyatakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Keputusan  in  l i t i s  melanggar  Pera tu ran  Perundang-

undangan  dan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  (AAUPB),  

se lan ju t nya  d ika takan  bahwa  keputusan  in  l i t i s  d i te rb i t k an  

dengan alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :

-  Bahwa pada tangga l  5 Mei  2008,  Penggugat  I I  da lam sura tnya  

Nomor  :  11CP- PT/ I I I / 2 008  te l ah  mengajukan  Permohonan  

Perpan jangan  Iz i n  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  

Memungut  Biaya  Park i r  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa berdasarkan  Sura t  Keputusan  Gubernur  Prop ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta   Jakar ta  Nomor  :  810/2007 ,  tangga l  8  Jun i  

2007  ten tang  Perh impunan  Penghun i  Rumah  Susun  (PPRS)  

Apar temen  Medi te ran i a  Palace  Residences  Kemayoran  te l ah  

diben tuk  dan  d isahkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Hal .  71 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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- Bahwa  dengan  mendasarkan  pada  but i r  ke  Enam keputusan  

Kepala  Badan  Pengelo la  Perpark i r an  Prop ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  :  135/2005  tangga l  31  Agustus  2005  

ten tang  Iz i n  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  Dengan  Memungut  Biaya  Park i r  yang  

berbuny i  :  ’ ’Kepu tusan  in i  ber laku  dalam  waktu  2  (dua)  

tahun  te rh i t u ng  se jak  tangga l  d i te t apkan  atau  sampai  

dengan  te rben tuknya  Perh impunan  Penghun i  secara  sah  dan  

sudah  menunjuk  Pengelo la  Sarusun  Medi te ran ia  Palace  

Residences “  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa oleh  karena  Perh impunan  Penghun i  Rumah Susun  (PPRS)  

Apar temen  Medi te ran ia  Palace  Residences  sudah  te rben tuk  

dan te l ah  disahkan ,  demik ian  juga  karena  jangka  waktu  iz i n  

penye lenggaraan  perpark i r an  Penggugat  I I  ya i t u  se lama  2 

(dua)  tahun  ada lah  te lah  berakh i r  dan  bahkan  te lah  

te r l ampau i ,  maka t i dak  ada a lasan  untuk  memperpan jang  iz i n  

penye lenggaraan  fas i l i t a s  park i r  yang  dimohonkan  Penggugat  

I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  te l ah  membantah  

se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t ,  maka 

Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  kebenaran  dal i l - da l i l  para  p ihak  

te rsebu t  berdasarkan  fak ta - fak ta  yang  dipe ro l eh  dalam 

pers idangan ,  dengan  berpedoman  pada  keten tuan  Pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Disclaimer
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Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  yang  menyatakan ,  Hakim menentukan  apa yang  harus  

dibuk t i k an ,  beban pembukt i an  beser ta  pen i l a i a n  pembukt i an  dan  

untuk  sahnya  pembukt i an  dipe r l u kan  sekurang- kurangnya  2 (dua)  

ala t  bukt i  berdasarkan  keyak inan  Hakim  ser ta  menggunakan  

alasan  pengu j i an  berdasarkan  Pasal  53 ayat  (2 )  huru f  a dan b  

Undang- Undang Nomor  :  9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa Pasal  53 ayat  (2 )  huru f  a dan b Undang-

Undang   Nomor  :  9  Tahun  2004  ada lah  merupakan  ins t r umen  

Yur id i s  bag i  Hakim  untuk  melakukan  pengu j i an  apakah  suatu  

produk  Keputusan  Tata  Usaha Negara  cacat  yur i d i s  atau  t i dak .  

Kewenangan Hakim dalam ha l  in i  bers i f a t  Domin is  Li t i s  ar t i n ya  

t i dak  sa ja  te rba tas  pada bukt i  yang dia j ukan  para  pihak ,  o leh  

karena  i t u  d ipe r l u kan  kear i f an  Hakim  untuk  menguj i  secara  

seksama.  Oleh  karena  i t u  pu la  Hakim  t i dak  te r i k a t  hanya  

menguj i  berdasarkan  a lasan- a lasan  pembata lan  Keputusan  yang  

dida l i l k a n  Penggugat ,  mela inkan  Hakim  mempunyai  kewenangan  

untuk  melakukan  sega la  aspek  pengu j i an  berdasarkan  Pasa l  53  

ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  

ya i t u  pengu j i an  yang  mel ipu t i  :

1. Apakah  Keputusan  in  l i t i s  d i te rb i t k an  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

atau  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  73 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
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2. Apakah  Keputusan  in  l i t i s  te l ah  di te r b i t k an  

ber ten tangan  dengan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ber i ku t  in i  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  keabsahan  Keputusan  in  l i t i s  berdasarkan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  keten tuan  

Pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  a Undang- Undang Nomor  :  9 Tahun 2004  

ten tang  perubahan  Undang- Undang  Nomor  :  5 Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Bukt i  T- 11,  Perh impunan  

Penghun i  Rumah  Susun  (PPRS)  Apar temen  Medi te ran i a  Palace  

Residences  Kemayoran  menyampaikan  sura t  kepada  Tergugat  yang  

meminta  agar  i z i n  Penggugat  I I  untuk  menyelenggarakan  

perpark i r an  di  area l  Apar temen  Medi te ran i a  Palace  Residences  

Kemayoran  d icabu t  dan  t i dak  d iperpan jang ,  sebaga imana  

te rmak tub  dalam sura t  Nomor  :  07/PPRS MPR/Ext /2008  tangga l  8 

Mei  2008  per iha l  Pencabutan  Iz i n  Park i r  Di  Area l  Rumah Susun  

Medi te ran ia  Palace  Residences  Kemayoran  Ja lan  Landas  Pacu  

Utara  Sela tan  Komplek  Apar temen  Kemayoran  Blok  A1 Nomor  :  2 

Kelu rahan  Kebon  Kosong,  Kecamatan  Kemayoran ,  Jakar t a  Pusat  

(Bukt i  T- 11)  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  secara  normat i f  te rhadap  permasa lahan  

ten tang  perpark i r an  d i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  te l ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dia tu r  dalam  keten tuan  Keputusan  Gubernur  Prop ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor :  92 Tahun 2004 ten tang  Petun juk  

Pelaksanaan  Penye lenggaraan  Fas i l i t a s  Park i r  Untuk  Umum 

Di lua r  Badan  Ja lan  di  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  persyara tan  dan cara  penga juan  

iz i n  penye lenggaraan  fas i l i t a s  park i r  untuk  umum di  lua r  

badan  ja l an  di  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  dia tu r  

da lam Keten tuan  a quo pada Pasal  9 berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

(1 ) Set iap  orang  atau  badan  yang  

menyelenggarakan  perpark i r an  di  lua r  badan  

ja l an  yang  memi l i k i  area l  park i r  leb ih  dar i  

5  ( l ima )  petak  park i r  atau  luas  area l  

perpark i r annya  leb ih  dar i  125  m2  harus  

mempero leh  i j i n  penye lenggaraan  perpark i r an  

dar i  Badan  Penge lo l a  Perpark i r an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Iz i n  penye lenggaraan  perpark i r an  di  lua r  

badan  ja l an  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  te rd i r i  dar i  :

a. Iz i n  penye lenggaraan  fas i l i t a s  park i r  untuk  umum di  

lua r  badan  ja l an  dengan  memungut  biaya  park i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Iz i n  penye lengaraan  fas i l i t a s  park i r  untuk  umum di  

lua r  badan  ja l an  dengan  t i dak  memungut  b iaya  park i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  75 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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(3 ) Untuk  mempero leh  iz i n  penye lenggaraan  fas i l i t a s  park i r  

untuk  umum sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (1 )  harus  

mengajukan  permohonan  secara  te r t u l i s  kepada  Gubernur  

da lam  hal  in i  Badan  Penge lo l a  Perpark i r an  dengan  

melampi rkan  persyara tan  sebaga i  ber i ku t  :

a. Foto  Copy  KTP  Penanggung  Jawab  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Foto  Copy  NPWP  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

c . Foto  Copy  SIUP  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

d. Foto  Copy  Akte  Pendi r i a n  Perusahaan  bag i  

penye lenggaraan  fas i l i t a s  park i r  untuk  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

e. Foto  Copy  IMB  dan  IPB  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

f . Foto  Copy  Sura t  Hak  Kepemi l i k an /Penguasaan  

Gedung/Tanah  ;  - - - - - - - - - - - - -

g. Peta  lokas i  tempat  fas i l i t a s  park i r  untuk  umum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Denah  marka  park i r  fas i l i t a s  untuk  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Foto  Copy  bukt i  pembayaran  PBB  ;  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j . Perh i t ungan  kapas i t as  park i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

k . Sura t  Kuasa  dar i  pemegang  hak  kepemi l i k an / penguasaan  

gedung/ t anah  bagi  kont rak to r  (Buk t i  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

(4 ) Bentuk  dan  is i  fo rmu l i r  i z i n  penye lenggaraan  fas i l i t a s  

park i r  untuk  umum te rcan tum  dalam  lampi ran  I  dan  I I  

Keputusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  di  da lam  pers idangan  Maje l i s  Hakim 

mempero leh  fak ta - fak ta  yur i d i s  anta ra  la i n  :

- Bahwa  Penggugat  pernah  mempero leh  iz i n  penye lenggaraan  

fas i l i t a s  park i r  untuk  umum di l ua r  badan  ja l an  dengan  

memungut  park i r  dengan  Sura t  Nomor  :  135/2005  tangga l  31  

Agustus  2005 (Buk t i  P- 1 = T- 2)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Penggugat  da lam  mengelo la  area l  perpark i r an  d i  

lokas i  obyek  sengketa  te lah  beker j asama  anta ra  Penggugat  

dengan  PT.  Cip ta  Pr ima  Park i r i n do  (Buk t i  P- 4)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa Penggugat  pernah  membayar  beberapa  kont r i b us i  uang  

park i r  Rp.  20.000 .000 , -  (dua  puluh  ju ta  rup iah )  kepada  

PPRS (Buk t i  P- 6a s/d  P- 6d)  ;  - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  fak ta - fak ta  yur i d i s  a quo  apab i l a  

dika i t k an  dengan  keten tuan  Pasal  9  ayat  (3 )  Keputusan  

Hal .  77 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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Gubernur  Prop ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  :  92  

Tahun  2004  mengenai  persyara tan  iz i n  penye lenggaraan  park i r  

d i  area l  obyek  sengketa ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 

Penggugat  pernah  mempero leh  iz i n  perpark i r an  te rmaksud  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  se la i n   fak ta - fak ta   yur i d i s   yang  

dipe ro l eh   Maje l i s  Hakim  te rsebu t   d ipero l eh   pu la   fak ta -

fak ta   yur i d i s   berupa   adanya   kebera tan  dar i   Sdr .   Edhi  

Djoko   S.   se laku   Sekre ta r i s   PPRS  dan   Bapak   Ikhsan ,  

SH. ,  se laku   Pengawas  PPRS  kepada   Bapak   Suwarno,   per iha l  

per tanggung   jawaban   dana   sebesar   Rp.  100.000 .000 , -  

(se ra tus  ju ta  rup iah )   dan   Sura t  Nomor  :  011/PPRS-

MPR/EXT/VI / 2008   tangga l   2  Jun i   2008   ten tang   kebera tan  

atas   Sura t   Tugas   Nomor  :  08/PPRS- MPR/EXT/V/2008   tangga l  

8   Mei   2008  (Buk t i  P- 7  dan  P- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta  yur i d i s  te rsebu t  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa di  da lam in te r na l  Kepengurusan  PPRS 

khususnya  dalam  rangka  penge lo l aan  perpark i r an  anta ra  

Penggugat  dengan  PPRS masih  te r j ad i  permasa lahan  anta ra  para  

pengurus  PPRS dengan  p ihak - pihak  penye lenggara  perpark i r an  

( i n  cassu  Penggugat )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permasa lahan  te rsebu t  pada  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga l  19  Mei  2008  Kepala  Uni t  Pengelo la  Perpark i r an  te l ah  

mengundang  pihak- pihak  yang  bermasa lah  untuk  membahas  

penye lenggaraan  perpark i r an  d i  lokas i  Medi te ran i a  Palace  

Residence ,  dengan  dihad i r i  Para  Penggugat ,  Pengurus  PPRS dan  

pihak - pihak  Dinas  Perhubungan  (v ide  Bukt i  T- 9)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  has i l  pembahasan  di  Kanto r  Dinas  

Perhubungan  Prop ins i  DKI  Jakar ta  te rsebu t  d ika i t k an  dengan  

fak ta - fak ta  yur id i s  seper t i  adanya  sura t  ten tang  

Per tanggung jawaban  Dana  kepada  Ketua  PPRS/Bapak  Suwarno  dan  

Sura t  Kebera tan  atas  Sura t  Tugas  Nomor  :  08/PPRS-

MPR/EXT/V/2008  tangga l  8  Mei  2008  (v i de  Bukt i  P- 7  dan  P- 8) ,  

Maje l i s  Hakim  t i dak /be l um  mel iha t  adanya  penye lesa ian  

permasa lahan  ba ik  yang  ada  da lam  kepengurusan  PPRS maupun 

dengan  Pihak  Pengelo la  ( i n  cassu  Para  Penggugat )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  i t u  Sura t  Keputusan  Obyek  

Sengketa  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  berupa  Penolakan  

Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  

Di lua r  Badan Ja lan ,  te r t angga l  10 Jun i  2008  kepada  Penggugat  

(v i de  Bukt i  P- 3) ,  seharusnya  sebe lum di te rb i t k annya ,  Terguga t  

te r l eb i h  dahu lu  dapat  memperhat i kan  keadaan- keadaan  yang  

te r j ad i  d i  da lam masalah  te rsebu t ,  walaupun  te lah  di l akukan  

Tergugat  untuk  memanggi l  p ihak - p ihak  yang  bermasa lah  dalam 

pembahasan  te rsebu t  d ia tas  namun belum  te rdapa t  kesepaka tan  

yang  je l as ,  ha l  in i  dapat  d i l i h a t  dar i  laporan  yang  di te r ima  

Hal .  79 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT
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dar i  has i l  rapa t  Kas i  Pengembangan  Sis tem  Nomor  :  52/073 .62  

tangga l  21 Mei  2008  kepada  Kepala  Uni t  Penge lo la  Perpark i r an  

Dinas  Perhubungan  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  dengan p ihak -

pihak  yang  bermasa lah  yang  d i t e r ima  Tergugat  dengan keten tuan  

10  har i  b i l a  t i dak  ada  penye lesa ian / kesepaka tan  iz i n  

perpan jangan  t i dak  d ikabu l kan  (v i de  Bukt i  T- 10) ,  akan  te tap i  

rea l i s as i  kesepaka tan  Para  Pihak  yang  bermasa lah  sete lah  

waktu  yang  d i t en tukan  te rsebu t  be lum  te r l i h a t  juga  adanya  

kesepaka tan  penye lesa ian  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  sebaga i  t i ndak  lan ju t  

sete lah  melewat i  10  har i  ,  maka  untuk  mempero leh  kepas t i an  

seharusnya  dipe ro leh  mela lu i  laporan  te r t u l i s  p ihak  Penggugat  

atau  PPRS atau  p ihak  Tergugat  menanyakan  kembal i  karena  yang  

pal i ng  mengetahu i  t i ndak  lan ju t  ada  atau  t i dak  adanya  

kesepaka tan  penye lesa ian  ada lah  pihak  Penggugat  atau  PPRS 

yang  te rnya ta  t i dak  di l akukan  oleh  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karenanya  Sura t  Keputusan  Obyek  

Sengketa  a  quo  walaupun  secara  Prosedur  Normat i f  te l ah  

di l akukan  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  namun dalam hal  in i  penerb i t an  Sura t  Keputusan  Obyek  

Sengketa  o leh  Tergugat  te l ah  melanggar  Asas  Kecermatan  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  b Undang- Undang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Nomor  :  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  

Nomor  :  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  di l anggarnya  Asas  Kecermatan  

oleh  Terguga t  da lam penerb i t an  Sura t  Keputusan  Obyek Sengketa  

a  quo,  maka  te rhadap  Sura t  Keputusan  Obyek  Sengketa  a  quo  

berupa  Sura t  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10  Jun i  2008  

ten tang  Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan ,  menuru t  

Maje l i s  Hakim  cukup  bera lasan  hukum  untuk  diba ta l kan  dan  

dipe r i n t ahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabutnya ,  karenanya  

te rhadap  gugatan  Penggugat  harus lah  d ikabu l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan ,  maka te rhadap  Penetapan  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  97/G/2008 /PTUN- JKT. ,  

tangga l  27  Agustus  2008  mengenai  Penangguhan  Pelaksanaan  

leb ih  lan ju t  Sura t  Keputusan  in  l i t i s  cukup  bera lasan  untuk  

dipe r t ahankan  dan dinya takan  te tap  ber laku  sampai  ada putusan  

yang  te lah  berkekua tan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan ,  maka berdasarkan  Pasal  110  Undang- Undang  Nomor  :  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  kepada  

Tergugat  harus  dihukum  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  

Hal .  81 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
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besarnya  akan  di ten tukan  dalam  amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,   Undang- Undang  Nomor :  9 Tahun 2004  ten tang  

perubahan  atas   Undang- Undang   Nomor  :  5   Tahun   1986  

ten tang   Perad i l an   Tata   Usaha  Negara   dan   Pera tu ran  

Perundang- Undangan   yang   ber laku   yang   te rka i t   da lam 

perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI  :

Dalam Eksepsi .

- Menolak  Ekseps i  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Dalam Pokok Perkara .

- Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  Selu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  bata l  Sura t  Nomor  :  376/ - 1.811 .4  tangga l  10 

Jun i  2008,  per i ha l  Penolakan  Permohonan  Perpan jangan  Iz i n  

Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan  Ja lan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Nomor  :  376/ -

1.811 .4  tangga l  10 Jun i  2008,  per iha l  Penolakan  Permohonan  

Perpan jangan  Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di  Luar  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Badan  Ja lan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  Perpan jangan  

Iz i n  Penye lenggaraan  Perpark i r an  Di lua r  Badan Ja lan  kepada  

Penggugat  I I  ;  - - - - - - - -

- Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  86.000 , -  (de lapan  puluh  enam  r ibu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada  har i  

SELASA,  tangga l  2  Desember  2008  o leh  kami  :  H.  BAMBANG 

WICAKSONO,  SH. ,  MH.,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  MULA 

HAPOSAN SIRAIT,  SH. ,  MH.,  dan ANDRI MOSEPA, SH. ,  MH.,  masing-

masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana diucapkan  dalam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  RABU,  tangga l  

3  Desember  2008   o leh   Maje l i s   Hakim   te rsebu t   dengan  

diban tu   o leh   DIDIK   HARI  WASITO,  SH. ,   sebaga i   Pani te ra  

Penggant i   pada   Pengad i l an   Tata   Usaha  Negara   Jakar t a ,  

dengan   d ihad i r i   o leh   Kuasa   Hukum  Para   Penggugat   dan  

Kuasa   Hukum   Tergugat   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

 HAKIM KETUA MAJELIS,

        HAKIM ANGGOTA :

t td  t td

Hal .  83 dar i  84 ha l .  Putusan  Perkara  Nomor :  97/G/2008/PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. M.  H.   SIRAIT,  SH. ,  MH.                  H.  BAMBANG 

WICAKSONO, SH. ,  MH.

t td

2. ANDRI MOSEPA, SH. ,  MH.

PANITERA PENGGANTI,

t td

DIDIK HARI WASITO,  SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Panggi l an  ………………………………………. Rp.    60.000 , -

- Matera i  Penetapan  Penundaan  …………. Rp.      6.000 , -

- Matera i  Putusan  ……………………………… Rp.      6.000 , -

- Redaks i  Penetapan  …………………………. Rp.      3.000 , -

- Redaks i  Putusan  ……………………………… Rp. 5.000 , -

- Leges  Penetapan  …………………………….. Rp. 3.000 , -

- Leges  Putusan  ………………………………… Rp.      3.000 , -

J  u m l  a h Rp    86.000 , -  

               (de lapan  pu luh  enam r ibu  

rup iah ) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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